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Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder, data dikumpulkan dan diolah 
menggunakan SPSS 22. Populasi dan sample dalam penelitian ini adalah laporan 
realisasi anggraran Kabupaten/Kota selama 5 tahun (2016-2020). Metode analisis 
data menggunakan analisis statistik deskriptif. Unit analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif 
terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun  2016-2020.  
 
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 











 This study aims to challenge the impact of local revenues, allocation funds, 
special allocation funds and proceeds to reduce district/city spending in the central 
Java province of 2016-2020. 
 The kind of research used was quantitative. The data used in this study is 
secondary data, data collected and processed using SPSS 22. Population and 
samples in this study are the 5-year realization report for the district/city toll (2016-
2020). Data analysis methods use descriptive statistical analysis. The analysis unit 
used is linear berganda regression analysis. 
 The result of this study shows that the real income of the region, the general 
allocation fund, and the specific allocation funds, will be reflected in the country's 
2016-2020 budget. 
 
Keywords: native incomes, allocation funds, special allocation funds, funds for 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah Indonesia telah melakukan penerapan terhadap Undang- 
Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah disempurnakan oleh UU Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah sebagai langkah awal era desentralisasi bidang fiskal. 
Dilakukannya desentralisasi diharapkan akan dapat memberikan kesempatan 
lebih bagi pemerintahan daerah untuk dapat menemukan potensi dan 
meningkatkankan penerimana Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkaitan 
dengan hal tersebut, semakin tinggi penerimaan PAD maka akan semakin 
tinggi pula kebutuhan masyarkata provinsi jawa tengah yang dapat dibiayai 
oleh PAD. Akan tetapi, seringkali tingkat penerimaan PAD terhadap Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih kekurangan. Akibatnya 
kekurangan tersebut akan ditutupi oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana 
transfer (Amalia et al., 2015). 
Pengelolaan keuangan pemerintah daerah / provinsi yang baik harus 
menjadi dasar suatu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara akuntabel 
dan transparan, diharapkan para pemakai laporan keuangan dapat mengakses 
informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, informasi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus 






Pengaturan pendapatan dan pengeluaran suatu daerah, pemerintah daerah 
diwajibkan untuk membuat suatu rancangan keuangan daerah yang berupa 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Pemerintah No 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan APBD 
sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah selaku eksekutif bersama dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ditetapkan melalui Peraturan 
Daerah (Perda). Tujuan dari APBD supaya pemerintah daerah/provinsi dapat 
memperkirakan berapa besar jumlah pendapatan yang akan diterima dan 
jumlah pengeluaran yang akan dibelanjakan. (Khoiri, 2015). Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah dijadikan sebagai cerminan kebijakan yang 
diambil oleh pemerintah daerah. Kebijakan  pemerintah daerah dalam 
pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program yang merupakan 
besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan 
program tersebut. Menurut (Mardiasmo, 2009:62) terdapat beberapa alasan 
pentingnya anggaran sektor publik yaitu anggaran merupakan alat bagi 
pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin 
kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, anggaran 
diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber. 
PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lan PAD yang sah. 
Hingga kini diketahui bahwa masih terdapat banyak masalah yang tengah 





pemerintah dengan bertumpu pada keterbatasan sarana dan prasarana yang 
tidak mendukung dalam investasi, sehingga hal tersebut menimbulkan tanda 
tanya mengenai peran PAD terhadap Belanja Daerah yang diasumsikan 
memiliki pola alokasi yang rendah dan kurang tepat (Andrean et al., 2020). 
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah juga berdampak pada berubahnya 
sistem dan mekanisme dasar pemerintahan daerah. Dalam undang-undang 
tersebut dijelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah merupakan sebuah sistem pembagian keuangan yang adil, 
proporsional, demokratis, transparan dan efisien serta memiliki tujuan 
pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi 
kondisi dan kebutuhan daerah yang mana besaran pendanaan penyelenggaraan 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Ernayani, 2017). Di dalam Undang- 
Undang Nomorm 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan 
Daerah juga dipaparkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah 
daerah, pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada 
pemerintah daerah. Jadi, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum 
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). 
Wujud dari pelaksanaan otonomi daerah adalah diberikannya 
kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan baik secara 
administrasi maupun pemanfaatannya, yang dijabarkan dalam APBD (Jayanti, 
2020). Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 





masyarakat (Huda et al., 2019). 
Tujuan PAD sebagai perwujudan prinsip desentralisasi memberikan 
kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerahnya, 
beberapa komponen PAD tersebut untuk pajak daerah dan retribusi daerah 
perlu mendapatkan perhatian tersendiri, karena kedua jenis PAD tersebut 
secara langsung maupun tidak langsung akan membebani masyarakat. Apabila 
PAD meningkat, maka dana yang dimiliki pemerintah daerah akan lebih tinggi 
dan diharapkan bisa meningkatkan tingkat kemandirian daerah, sehingga 
pemerintah daerah lebih mempunyai inisiatif untuk menggali dan 
mengembangkan potensi-potensi daerahnya yang dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. (Tambunan, 2015) 
Secara garis besar, struktur pendapatan dan belanja dari Rancangan 
Perubahan APBD Kabupaten Tegal 2020 mengalami penurunan, sedangkan 
pembiayaan mengalami peningkatan. Alasan penurunan pendapatan antara lain 
penurunan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hail Pengelolan Dearah Yang 
Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Untuk pendapatan sebelum 
perubahan sebesar Rp 2.875.037.755.000 turun sekitar 8,46% atau sebesar Rp 
243.182.951.000 sehingga menjadi sebesar Rp 2.631.854.804.000. Alasan 
penurunan itu karena PAD turun 9,30% atau sebesar Rp 41.903.934.000, dan 
dana perimbangan juga turun 10,69% atau sebesar 179.693.195.000, 
Pendapatan daerah lain-lain yang sah turun 3,19% atau sebesar Rp. 24.585.000. 
Kemudian Bupati juga menjelaskan situasi dimana pengeluaran turun 





menjadi sebesar Rp. 2.704.937.685.000. Penurunan belanja, terutama belanja 
tidak langsung, disebabkan oleh penurunan belanja pegawai, belanja hibah, 
belanja bantuan sosial, dan bantuan keuangan desa. Kemudian, pengurangan 
belanja langsung disebabkan oleh berkurangnya aktivitas yang memerlukan 
refocusing dan relokasi anggaran dan penyesuaian anggaran untuk mencegah 
dan menangani Covid-19. Belanja tidak langsung turun 0,20% atau sebesar Rp. 
3.364.435.000, dan belanja langsung turun 15,15% atau sebesar Rp. 
183.503.133.000. 
Namun menurut Bupati pembiayaan mengalami peningkatan yaitu dana 
yang diterima merupakan realisasi penyesuaian SILPA berdasarkan hasil audit 
BPK RI, dan belanja pembiayaan juga mengalami peningkatan untuk 
menambah penyertaan modal dari AMO Bank Jateng. Peningkatan pendapatan 
pembiayaan mencapai 189,04% dari Rp 58.164.383.000 yang sebelumnya Rp 
30.767.133.000 sehingga menjadi Rp 88.931.881.000, dan beban pembiayaan 
sebelumnya sebesar Rp 14.000.000.000 mengalami peningkatan 13,21% atau 
sebesar Rp 1.849.000.000 menjadi Rp. 15.849.000.000. Umi Azizah, n.d 
(2020). 
Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun 
berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam 
proses penyusunan program. Sedangkan menurut Nafarin (2007: 11) 
menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) 
periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran 





dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya 
dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan 
barang/jasa. 
Beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti pengaruh daripada 
PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Belanja Daerah telah dilakukan. Seperti 
penelitian yang telah dilakukan oleh Andrean & Sari (2020), Wati & Fajar 
(2017) dan Fatmawati & Sari (2021) yang menyatakan bahwa PAD 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Perbedaan dengan 
penelitian yang akan dilakukan yaitu peneliti meneliti PAD, DAU, DAK, DBH 
pengaruhnyaa terhadap belanja Belanja daerah, sedangkan penelitian terdahulu 
hanya meneliti PAD dan pengaruhnya terhadap belanja daerah. Penelitia lain 
yang berbeda dengan penelitian sebelumnya  juga  terjadi pada penelitian yang 
dilakukan oleh oleh Amalia et al. (2015) dan Melda & Syofyan (2020) yang 
menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. 
Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan pada latar belakang 
masalah, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 
mengenai variabel-variabel tersebut. Sehingga judul penelitian yang akan 
dilakukan adalah "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 
Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.” 
B. Rumusan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka 






1. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus Dan Dana Bagi Hasil Secara Simultan Berpengaruh Terhadap 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016- 
2020? 
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020? 
3. Apakah Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020? 
4. Apakah Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020? 
5. Apakah Dana Bagi Hasil Pajak Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparakan, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 
Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Secara Simultan Terhadap 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016- 
2020. 
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020. 





Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020. 
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap 
BelanjaDaerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-
2020. 
5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang 
akan dilakukan, maka manfaat yang diharakan dari penelitian yang akan 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini bagi disiplin ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan dengan 
bidang akuntansi untuk memperkaya studi empiris yang terkait dengan 
belanja daerah ditinjau berdasarkan faktor Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khususdan Dana Bagi Hasil. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapatmenggunakan 
hasil penelitian ini sebagai masukan untuk dipergunakan sebagai bahan 
menyusun kebijakan gunameningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja 
daerah serta menggali potensi pendanaan sumber daya yang ada. 
b. Bagi institusi akademis khususnya institusi Universitas Pancasakti 
Tegal dapat memperkaya pustaka dan memberikan referensi tambahan 





Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. 
c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan referensi dan 
solusi dalam memecahkan masalah, menelaah, mengkaji, meneliti 
persoalan Belanja Daerah ditinjau dari perspektif Pendapatan Asli 










 TINJAUAN PUSTAKA 
A. Landasan Teori 
1. Teori Agensi 
Prespektif teori agensi adalah dasar yang dugunakan dalam mengetahui 
hubungan yang arsimetri antara pemilik dengan pengelola. Dibutuhkan 
corporate gorvenance supaya tidak terjadi hubungan yang arsimetri dengan 
pengelola. Asumsi utama pada teori ini yaitu tujuan principal dan tujuan agen 
yang berbeda sehingga seringkali memunculkan konflik karena pihak agen 
memiliki kepentingan pribadi sendiri sehingga memfokuskan pada proyek 
pribadinya tanpa menghasilkan apapun untuk masyarakat sekitarnya. Hal ini 
juga dilakukan tanpa mempertimbangkan keuntungan yang tinggi dalam jangka 
pendek serta kesejahteraan sekitarnya tidak diperhatikan. Maslah keagenan 
awalnya di eksplorasi oleh Ross (1973) sedangkan eksplorasi teoritisnya secara 
mendetail dari teori agensi ini dikaemukakan oleh Jansen dan Mecking (1976).  
Terdapat tiga asumsi dasar mengenai manusia untuk menjelaskan teori 
agensi ini yaitu manusia pada umumnya mementingkan dirinya sendiri. 
Keegoisan manusia ini dalam memenuhi kepentingan dan keinginannya sendiri 
seringkali mengabaikan lingkungan sekitarnya dan tugas kewajibannya. 
Kemudian, manusia memiliki daya pemikiran yang sangat terbatas sehingga 
persepsi yang dimunculkan juga sangat terbatas. Manusia juga selalui 
menghindari resiko-resiko yang terjadi. Resiko tersebut sangat tidak 





berbagai cara apapun supaya resiko tersebut tidak berdampak pada dirinya. 
Sesuai dengan asumsi dasar tersebut maka pihak agen sebagai manusia juga 
bertindak untuk memenuhi keinginannya sendiri dengan mementingkan 
kepentingan peribadinya sehingga tugas kewajiban lainnya diabaikan. 
Pada penelitian ini menggunakan teori agensi terkait dengan pemilik 
manajemen atau disebut agen. Pada teori ini menyatakan beberapa principal 
yang menyewa agen untuk melakukan jasa dan melakukan penugasan terhadap 
keputusan agen yang bersangkutan. Teori agensi ini merupakan sebuah tindakan 
yang memiliki keterkaitan pada principal dan agen. Hubungan ini merupakan 
hubungan antara pihak manajemen yang menjadi agen. Pihak ini memiliki 
tanggung jawab dan kewenangan atas moral dan profesionalitasnya dalam 
menjalankan dan mengelola perusahaan ini secara baik dan berusaha untuk 
memaksimalkan laba dari perusahaan tersebut (Ambarukmi, 2017). 
Pihak manajemen yang telah melakukannya maka akan mendapatkan 
imbalan dari pihak manajer ini yang berperan sebagai agen akan mendapatkan 
sebuah kompnsasi yang sesuai dengan kontrak yang ada. Pihak pcincipal ini 
menjalankan kontrol pada aktivitas agen dalam memastikan kepemilikan 
modalnya ini dapat dikelola dengan baik sehingga dapat berkembang secara 
optimal. Prinsipal dalam hal ini akan memberikan kewajiban terhadap agen. 
Tujuannya untuk pelaporan kondisi perusahaan sesuai dengan keadaan yang 
senyatanya. Laporan tersebut yang diberikan berupa laporan keuangan. Hal ini 
adalah bentuk sarana principal dalam hal pengawasan kinerja agen dan 





kinerja agen ini dapat memberikan kepuasan terhadap principal maka principal 
bisa menentukan tindakan sesuai denga kontrak yang disepakati. 
Adanya permasalahan tersebut membuat para agen berusaha untuk 
memberikan informasi sesuai dengan keinginan principal. Hal  ini menyatakan 
bahwa terdapat sebuah kepentingan yang dilakukan oleh agen maupun 
principalnya. Penyebab perebutan kepentingan ini dikarenakan adanya 
ketidakseimbangan antara informasi yang dilimiliki oleh principal dan agen. 
Agen dalam hal ini memiliki informasi meliputi kapasitas dirinya, lingkungan 
kerja serta perusahaan yang seluruhnya dapat digunakan untuk mencari 
informasi yang cukup. 
2. Teori Penganggaran Sektor Publik 
Sektor publik merupakan suatu wadah pemerintah untuk 
menghasilkan barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan 
publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan 
segala aktivitasnya sektor publik menyusun seluruh kegiatan dan program 
kerjanya dalam sebuah anggaran. Konsep anggaran yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah konsep anggaran sektor publik. Anggaran pada sektor 
publik memiliki fungsi yang sama dengan anggaran pada perusahaan 
komersil, yaitu sebagai pernyataan mengenai rencana kerja yang akan 
dilakukan pada periode waktu tertentu. Uraian tersebut didukung oleh 
pendapat Abdul Halim (2004: 62) anggaran sektor publik merupakan suatu 
rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan 





merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan yang 
tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan 
dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran sektor publik dibuat untuk 
membantu pemerintah dalam menentukan tingkat kebutuhan masyarakat 
seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya 
agar terjamin secara layak dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan 
semakin terjamin serta penggunaan dan pengalokasiannya lebih efektif. 
Abdul Halim (2004: 63) mengungkapkan pentingnya Anggaran sektor 
publik karena beberapa alasan berikut: 
a. Anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan 
sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat. 
b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan 
masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber 
daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah 
keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan 
tradeoffs. 
c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah 
bertanggung jawab terhadap rakyat. Pemerintah menggunakan anggaran 
sebagai alat untuk merancang semua program kerja atau langkah-langkah 
yang akan dilakukan sehingga setiap aktivitas dapat terarah dan 
terkontrol dengan baik. Anggaran sektor publik menjadi kendali dan 





Menurut Abdul Halim (2004: 63-66) mengemukakan bahwa 
Anggaran Sektor Publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu: 
a. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool). 
b. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool). 
c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal (Fiscal Tool). 
d. Anggaran sebagai alat politik (Political Tool). 
e. Anggaran sebagai alat Koordinasi & Komunikasi (Coordination and 
Communication Tool). 
f. Anggaran sebagai alat penilaian kerja (Performance measurement 
Tool). 
g. Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool). 
h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang public (Publik Sphere). 
Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa peanggaran 
sektor publik rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan dalam satuan moneter atau suatu dokumen yang 
menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi yang meliputi informasi 
pendapatan, belanja, dan aktivitas. 
Teori penganggaran sektor publik ini menyatakan terkait beberapa 
faktor yang mempengaruhi anggaran publik di setiap daerah dan berdampak 
terhadap belanja daerah. Dalam teori ini menyatakan daerah membutuhkan 
dana untuk belanja daerah sebagai pemenuhan kebutuhan pembangunan 
ekonomi. Setiap daerah membutuhkan anggaran dana yang berfungsi untuk 





dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Faktor yang 
mempengaruhi dalam anggaran public ini untuk belanja daerah adalah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Abdul Halim (2004) 
menyatakan dana-dana anggaran publik seperti Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 
Dana Bagi Hasil (DBH). 
Pendapatan Asli Daerah dapat berpengaruh positif terhadap belanja 
daerah karena tanpa adanya anggaran publik ini maka daerah tidak memiliki 
dana untuk belanja sehingga pembangunan ekonomi dan pemenuhan 
kebutuhan daerah tidak dapat tercukupi dengan baik serta kesejahteraan 
masyarakat daerah tidak dapat terwujud tanpa adanya belanja daerah yang 
dipengaruhi oleh anggaran publik seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi 
Hasil (DBH). 
1. Belanja Daerah 
a. Definisi 
 Belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan 
daerah. Belanja merupakan variabel terikat yang besarannya akan sangat 
bergantung pada sumbersumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari 
penerimaan maupun dari transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam 
pengukurannya jika terdapat hubungan negatif antara variabelvariabel 





 Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan 
permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak 
dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak 
begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, namun harus 
direncankaan terlebih dahulu (Argi, 2011). Hal tersebut dikarenakan adanya 
struktur pemerintahan yang mengharuskan birokrasi terstruktur. Pada 
ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 telah diatur beberapa aspek yang 
berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu 
permasalahan belanja daerah. Menurut UU Nomor 33. Tahun 2004 tentang 
perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan 
pemerintahdaerah, belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban 
daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahunbersangkutan. 
 Rincian dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu berdasarkan sifat dan 
berdasarkan pada fungsi. Berdasarkan sifat ekonomis, belanja daerah terdiri 
atas belanja pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial. 
Sedangkan berdasarkan fungsinya, belanja daerah terdiri dari belanja untuk 
pembangunan perumahan dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan, 
pariwisata, budaya, agama, pendidikan serta perlindungan sosial. 
b. Struktur Belanja Daerah 
Pada hakikatnya, pengeluaran pemerintah daerah menyangkut dua hal 





1) Pengeluaran rutin, seperti pembiayaan untuk pemeliharaan atau 
penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Misalnya untuk belanja 
pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, 
belanja lain-lain, angsuran pinjaman/hutang dan bunga, pengeluaran 
tidak termasuk bagian lain dan pengeluaran tidak tersangka. 
2) Pengeluaran pembangunan, yaitu pembiayaan untuk pembangunan 
daerah sebagai kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan dalam sektor pertanian, 
industri, perhubungan, pariwisata dan sektor-sektor yang lain. 
Sedangkan dalam perubahan tentang struktur pengeluaran 
pemerintaholeh Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa 
struktur dari Belanja Daerah adalah sebagai berikut: 
1) Belanja aparatur daerah yang merupakan belanja administrasi umum, 
belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal yang dialokasikan 
pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan 
dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat. 
2) Belanja pelayanan publik yang merupakan belanja administrasi umum, 
belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal yang dialokasikan 
pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan 
dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat. 
Permendagri kemudian melakukan perubahan kembali tentang 






1) Belanja tak langsung yang merupakan bagian belanja yang dianggarkan 
tidak terkait langsung dengan pelaksanaan programseperti belanja 
pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-
undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja 
bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja 
bantuan keuangan dan belanja tak tersangka. 
2) Belanja langsung yang merupakan bagian belanja yang dianggarkan 
terkait langung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai, 
belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan 
program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh 
pemerintah daerah. 
Kaitannya dengan anggara sektor publik bahwa anggaran sektor 
publik adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi 
untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan 
organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik 
dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan 
uang publik. Isi dari anggaran adalah rencana kegiatan dalam suatu periode 
yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam 
satuan moneter. Selain itu anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang 
dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, 
menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 
Belanja daerah membutuhkan dana anggaran supaya dapat memenuhi 





Anggaran belanja daerah ini didapatkan melalui anggaran sektor publik 
sesuai dengan teori sektor publik bahwa terdapat dana-dana anggaran yang 
digunakan untuk kebutuhan belanja daerah pada sistem desentralisasi yaitu 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan 
Dana Bagi Hasil. Dana tersebut merupakan dana anggaran untuk kebutuhan 
belanja daerah sehingga belanja daerah ini dipengaruhi oleh dana-dana 
sektor publik ini. Jika belanja daerah tidak mendapatkan dana anggaran 
maka kegiatan pembangunan dan perencanaan juga tidak dapat berjalan 
dengan baik bahkan terhambat karena tidak adanya biaya anggaran. Sesuai 
dengan hasil penelitian Elisabeth (2018) yang menyatakan bahwa Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Dana 
Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah yang artinya 
belanja daerah ini membutuhkan dana anggaran dari sektor publik. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah mengenai 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan 
Dana Bagi Hasil dijelaskan dengan teori penganggaran sektor publik. 
Belanja Daerah ini menurut teori penganggaran sektor publik dapat 
dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Pernyataan ini di dukung oleh hasil 
penelitian terdahulu seperti pada penelitian yang dilakukan Fatmawati dan 
Sari (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat 
berpengatuh positif terhadap belanja daerah. Pada penelitian yang Jati & 





berpengaruh positif terhadap belanja. Pada penelitian Melda & Sofyan 
(2020) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap 
Belanja Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth (2018) yang 
menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Belanja Daerah. 
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
a. Definisi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang termasuk dalam salah satu faktor yang 
mempengaruhi Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan 
pendapatan asli dari daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai 
dengan potensinya masing- masing. Adanya hubungan Pendapatan Asli 
Daerah terhadap teori penganggaran sektor publik karena PAD bersumber 
dari pemungutan pajak daerah sehingga dana PAD bisa digunakan untuk 
menjalankan pembangunan ekonomi di setiap daerah serta memenuhi 
belanja daerah (Andrean& Vita Fitria Sari,2020). Daerah membutuhkan 
anggaran dana belanja untuk lemajuan daerahnya sehingga PAD sangat 
membantu memberikan belanja daerah sehingga daerah dapat menjalankan 
pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
daerah. 
Halim, (2008:96) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang 





(2008:135), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh 
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Dari kedua pengertian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang menjadi pendapatan yang 
diterima daerah yang berasal potensi daerahnya masing-masing yang dapat 
digali dan digunakan secara mandiri oleh daerah. 
Dalam penjelasan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dijelaskan 
bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang 
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 
sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 
menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 
mewujudkan asas desentralisasi. Dari penjelasan mengenai Pendapatan Asli 
Daerah tersebut, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah 
mempunyai peranan penting bagi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah 
dan desentralisasi fiskal, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan tiang 
utama yang menjadi penyangga kehidupan daerah. Tanpa adanya dana yang 
mencukupi untukmembiayai kebutuhan daerah, maka ciri pokok dari 
pelaksanaan otonomidaerah akan menghilang. 
b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang digali 
dari potensi daerah masing-masing. Klasifikasi sumber Pendapatan Asli 





1) Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah. 
Menurut Mardiasmo (2004:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan 
dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara singkat 
dapat dikatakan bahwa pajak daerah merupakan pendapatan yang 
diterima oleh daerah yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib 
pajak. Aturan pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur 
dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah 
mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Perubahan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Thaun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang- 
Undang tersebut dijabarkan mengenai jenis objek pajak untuk provinsi 
dan objek pajak kabupaten/kota. Pajak daerah ini terdiri dari beberapa 
Jenis Objek Pajakberdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 pasal 2 untuk provinsi adalah sebagai berikut: 
a) Pajak Kendaraan Bermotor; 
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 





d) Pajak Air Permuukaan; dan 
e) Pajak Rokok. 
 Sedangkan Jenis Objek Pajak yang berlaku untuk Kabupaten dan 
Kota adalah sebagai berikut: 
a) Pajak Hotel; 
b) Pajak Restoran; 
c) Pajak Hiburan; 
d) Pajak Reklame; 
e) Pajak Penerangan Jalan; 
f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g) Pajak Parkir; 
h) Pajak Air Tanah;  
i) Pajak Burung Walet; 
j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan 
k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
2) Retribusi Daerah 
Sumber Pendapatan lainnya dari Pendapatan Asli Daerah yaitu 
Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, 
bahwa Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 
Retribusi daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah yang 





Retribusi Daerah ini terdiri dari beberapa Jenis Objek Retribusi 
berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 sebagai 
berikut: 
a) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau 
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
Badan. Yang meliputi : 
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
c. Retribusi  Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda  Penduduk; 
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 
f. Retribusi Pelayanan Pasar; 
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; 
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; 
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 
b) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 






a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 
c. Retribusi Tempat Pelelangan; 
d. Retribusi Terminal; 
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; 
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; 
g. Retribusi Rumah Potong Hewan; 
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 
j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan 
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 
c) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan 
tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan 
yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 
umum dan menjaga kelestarian lingkungan, yang meliputi: 
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
c. Retribusi Izin Gangguan; dan 
d. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 





Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan 
penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan (Halim, 2008:98). Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah 
kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang 
dipertanggungjawabkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan 
secara mandiri oleh daerah. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah 
yang dipisahkan menurut Darise (2008:136) dikelompokkan menjadi 
tiga, yaitu: 
a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaanmilik 
daerah/BUMD. 
b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaanmilik 
negara/BUMN. 
c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 
kelompok usaha masyarakat. 
Berdasarkan pernyataan tersebut, maka perusahan daerah 
merupakan salah satu dari pendapatan daerah yang modalnya secara 
keseluruhan atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Bagi daerah yang mempunyai Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air minum (PDAM), Bank 
Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, Pasar dan lain 






4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan 
yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Lain-lain milik 
pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang tidak 
dapat diklasifikasikan dalam pajakdaerah, retribusi daerah, dan hasil 
pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Berdasarkan 
ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menerangkan yang 
termasuk dalam lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
diklasifikasikan sebagai berikut: 
a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; 
b) Jasa giro; 
c) Pendapatan bunga; 
d) Penerimaan komisi atau potongan ataupun bentuk lain sebagai 
akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. 
Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam 
pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 
sumber- sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara 
maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah 
yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan 
yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli 





sebaliknya. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk 
anggaran belanja daerah dalam APBD untuk menambah aset tetap. 
Alokasi belanja daerah ini didasarkan pada kebutuhan daerah 
akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas 
pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam 
upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah 
mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih 
banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. 
Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, 
misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian 
penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-
program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya 
mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. 
Penerimaan PAD yang semakin bertambah diharapkan mampu 
meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah sehingga 
berdampak pada kualitas pelayanan publik yang semakin baik. Namun 
terkadang peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan 
anggaran belanja daerah karena PAD banyak terserap untuk membiayai 
belanja lainnya. Hal ini disebabkan karena PAD yang diperoleh lebih 
banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya, seperti belanja 
pegawai dan keseharian pemerintah daerah. 
Pemerintah daerah jika meningkatkan sumber pemasukan dari 





dan fasilitas publik yang sesuai dengan keperluan daerah. 
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, maka mampu memberikan 
manfaat  meningkatkan pembangunan daerah terutamanya infrastruktur 
dan fasilitas publik yang ada di daerah baik kota ataupun kabupaten. 
Dalam peningkatan pemberian bantuan dari pusat berupa Dana Alokasi 
Umum akan menigkatkan pembangunan infrastruktur dan penyediaan 
fasilitas publik daerah. Dana Alokasi Umum diberikan karena masing-
masing daerah tidak mempunyai kemampuan keuangan yang sama 
dalam membiayai aktivitas-aktivitas pemerintahannya. Karena 
pemerintah daerah masih bergantung terhadap kebijakan pusat 
diataranya dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat 
kaitannya dengan mendanai peneydiaan fasilitas dan infrastruktur 
publik meliputi sarana dan prasarana. Pemberian bantuan berbentuk 
Dana Alokasi Khusus yang diberikan pemerintah pusat untuk 
pemerintah daerah kaitannya dengan mendanai program atau kegiatan 
keperluan setiap daerah sesuai kebijakan dan program nasional sudah 
bermanfaat dan digunakan untuk meningkatkan fasilitas publik dan 
pembangunan infrastruktur terutamanya pembangunan kota dan 
kabupaten melalui alokasi Belanja Daerah. 
PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini 
dikarenakan belanja daerah membutuhkan dana anggaran yang harus 
didapatkan oleh daerah. Salah satu anggaran dana yang bisa didapatkan 





kelangsungan belanja daerah, PAD bersumber dari pemungutan pajak 
daerah sehingga dana PAD bisa digunakan untuk menjalankan 
pembangunan ekonomi di setiap daerah serta memenuhi belanja 
daerah. Daerah membutuhkan anggaran dana belanja untuk lemajuan 
daerahnya sehingga PAD sangat membantu memberikan belanja 
daerah sehingga daerah dapat menjalankan pembangunan ekonomi dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini didukung oleh 
pendapat Fatmawati dan Sari (2021) yang menyatakan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berpengatuh positif terhadap 
belanja daerah. Setiap daerah membutuhkan anggaran dana untuk 
belanja daerah memenuhi kebutuhan. Dana ini bisa didapatkan melalui 
pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak masyarakat daerah. 
Pajak yang dibayarkan tersebut juga akan berguna untuk anggaran 
belanja daerah demi pembangunan ekonomi untuk masyarakat juga. 




Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang merupakan 
penyempurnaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 19 Dana 
Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatn dan 





kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
Nasution (2015) menyatakan bahwa, dana transfer atau bantuan 
kepada pemerintah daerah yaitu sumber pendapatan yang berasal dari 
anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah dalam 
mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah dilakukan dengan 
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. 
Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah maka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi diatur 
pembagian keuangan sebgaai dana peirmbangan antar pemrintah pusat 
dengan pemerintah daerah secara adil dan bertanggungjawab. 
b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah 
 
Komponen Dana Perimbangan berdasarkan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) terdiri dari Dana Alokasi Umum 
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). 
1) Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan daerah yang 
merupakan bagian dari Dana Perimbangan dan menjadi salah satu 
faktor yang mempengaruhi besarnya pengalokasian Belanja Daerah. 
Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan 
sepenuhnya kepada daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang 





dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. 
Pada Teori penganggaran sektor publik ini menyatakan Setiap daerah 
membutuhkan dana anggaran untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. 
Dana ini didapatkan melalui dana alokasi umum sesuai dengan teori 
anggaran sektor publik. karena dana-dana alokasi umum ini 
merupakan salah satu bentuk angaran dana untuk daerah sebagai 
belanja daerah. Tanpa adanya pengelolaan dana alokasi umum maka 
daerah tidak akan mendapatkan anggaran belanja dan kebutuhan 
daerah tidak dapat terpenuhi (Susanti & Indrian,2017). 
Menurut Kuncoro (2014:63) Dana Alokasi Umum merupakan 
block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk 
tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, 
dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip 
tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerahmiskin dan 
terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dari 
kedua definisi mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut, maka 
yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah dana transfer 
yang bersumber dari pemerintah pusat yang diserahkan kepada 
pemerintahdaerah yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan 
kapasitas dan kebutuhan setiap daerah yang didistribusikan dengan 
prinsip-prinsip tertentu sehingga tercapai pemerataan kemampuan 





Menurut Mardiasmo (2004:144), Dana Alokasi Umum 
dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan 
antara pusat dan daerah, sehingga dalam pembagian Dana Alokasi 
Umum perlu memperhatikan potensi daerah, kebutuhan pembiayaan 
untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah dan 
ketersediaan APBN. Dana Alokasi Umum mempunyai fungsi sebagai 
faktor pemerataan fiskal. Faktor yang mempengaruhi banyak 
sedikitnya Dana Alokasi Umum untuk setiap daerah adalah celah fiskal 
(fiscal gap) dan potensi daerah (fiscal capacity). Prinsip alokasi Dana 
Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi 
kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang 
relatif kecil. Sebaliknya jika potensi daerah kecil sementara 
kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi 
Dana Alokasi Umum yang relatif besar. 
Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan dan pengalokasian Dana 
Alokasi Umum diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 
2004 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dalam PP Nomor 55 Tahun 
2005, dijelaskan bahwa: 
a) Dana alokasi umum dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten  atau 
kota.  





kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto. 
c) Proporsi Dana Alokasi Umum antara provinsi dan kabupaten atau 
kota dihitung dari perbandingan kewenangan provinsi dan 
kabupaten/kota. 
Selanjutnya penulis memaparkan mekanisme pengalokasian 
dana Alokasi Umum menurut Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan (DJPK) yang terdiri atas tiga tahapan berikut: 
a) Tahapan Akademis 
Tahapan akademis merupakan konsep awal penyusunan kebijakan 
atas implementasi formula Dana Alokasi Umum yang dilakukan 
oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk 
memperoleh kebijakan perhitungan Dana Alokasi Umum yang 
sesuai dengan ketentuan undang-undang dan karakteristik otonomi 
daerah di Indonesia. 
b) Tahapan Administratif 
Dalam tahapan administratif, DJPK melakukan koordinasi dengan 
instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan Dana 
Alokasi umum. Selain itu juga melakukan kegiatan konsolidasi dan 
verifikasi  data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data 
yang digunakan. 
c) Tahapan Teknis 
 
Tahapan teknis merupakan tahap pembuatan simulasi perhitungan 





DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula Dana Alokasi Umum 
sesuai dengan undang-undang dengan menggunakan data yang 
tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis. 
Berikut ini merupakan gambar skema perhitungan Dana Alokasi 
Umum yang menunjukkan komponen-komponen apa saja yang 





Gambar 2. 1  
Skema Perhitungan Dana Alokasi Umum Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 
Tentang Dana Perimbangan. 
 








Dana Alokasi Umum merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi belanja daerah. Sesuai dengan teori penganggaran 
sektor publik setiap daerah membutuhkan dana anggaran untuk 
keberlangsungan belanja daerah dan pembangunan. Dana anggaran ini 
bisa didapatkan melalui dana alokasi umum yang diberikan oleh 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana alokasi umum yang 
dapat dikelola dengan baik maka anggaran belanja negara bisa semakin 
baik juga. 
Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. 
Setiap daerah membutuhkan dana anggaran untuk memenuhi 
kebutuhan daerahnya. Dana ini didapatkan melalui dana alokasi umum 
sesuai dengan teori anggaran sektor publik. Hal ini didukung oleh hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Jati & Sadjiarto (2020) yang 
menyatakan bahwa  dana alokasi umum ini berpengaruh positif 
terhadap belanja daerah karean dana-dana alokasi umum ini merupakan 
salah satu bentuk angaran dana untuk daerah sebagai belanja daerah. 
Tanpa adanya pengelolaan dana alokasi umum maka daerah tidak akan 
mendapatkan anggaran belanja dan kebutuhan daerah tidak dapat 
terpenuhi. 
2) Dana Alokasi Khusus 
 
a. Definisi 
Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari pemerintah 





hukum yang mengatur tentang Dana Alokasi Umum adalah Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 
55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran 
Transfer ke Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2005 tentang Dana Perimbangan menerangkan bahwa Dana Alokasi 
Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah 
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 
Dalam Teori penganggaran sektor publik ini menyatakan Salah satu 
anggaran belanja daerah yang bisa didapatkan melalui Dana Alokasi 
Khusus sehingga belanja daerah tidak dapat terpenuhi jika tidak 
terdapat dana anggaran yang didapatkan dari Dana Alokasi Khusus 
(Masayu & Catur,2017). Dana ini didapatkan melalui APBN dan 
disalurkan ke pemerintah daerah untuk kebutuhan khusus belanja 
daerah seperti kebutuhan sarana dan prasarana. 
Mardiasmo (2004:144) menjelaskan bahwa Dana Alokasi 
Khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu 
pembiayaan kebutuhan tertentu, yaitu merupakan program nasional 
atau program kegiatan yang tidak terdapat di daerah lain. Sementara 





dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber 
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 
dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
Dari beberapa pengertian mengenai Dana Alokasi Khusus 
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah 
dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang 
bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk 
mendanai kegiatan khusus yang merupakan kewenangan daerah dalam 
hal penyediaan sarana dan prasarana daerah (fasilitas fisik). 
Alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu 
membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang 
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, 
khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana 
pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau 
untuk mendorong percepatan pembangunan daearah (Darise, 
2008:137). Daerah-daerah yang menerima Dana Alokasi khusus adalah 
daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria 
teknis. 
Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan daerah dalam APBD untuk membiayai 
kebutuhan pembangunan daerah. Kriteria khusus ditetapkan dengan 





yang mengatur kekhususan suatu daerah serta karakteristikdaerah yang 
meliputi daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan 
negara lain, daerah tertinggal atau terpencil, daerah rawan banjir dan 
longsor, serta daerah yang termasuk dalam daerah ketahanan pangan. 
Kriteria teknis ditetapkan oleh kementrian negara atau departemen 
teknis terkait dengan menggunakan indikator- indikator yang dapat 
menggambarkan kondisi sarana atau prasarana pada masing-masing 
bidang atau kegiatan yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus. 
b. Pengalokasian 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 145/PMK.07/2013, 
dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus harus memenuhi kriteria 
umum,khusus dan juga teknik. Sementara dalam perhitungan alokasi 
Dana Alokasi Khusus dilakukan dalam dua tahapan, yaitu: 
1) Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus 
2) Penentuan Besaran alokasi Dana Alokasi Khusus untuk masing-
masing daerah. 
Penentuan daerah yang meminta Dana Alokasi Khusus 
didasarkan pada hal-hal berikut: 
1) Daerah yang mempunyai Indeks Fiskal Neto (IFN) di bawah rata- 
rata IFN nasional. 
2) Daerah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur penyelenggaraan otonomi khusus. 






4) Daerah dengan Indeks Fiskal Wilayah Teknis (IFWT) berada di atas 
rata-rata IFWR nasional 
Penetapan besarnya Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah 
ditentukan berdasarkan bobot Dana Alokasi Khusus per bidang untuk 
masing-masing daerah dibagi dengan bobot Dana Alokasi Khusus 
perbidang untuk seluruh daerah dikalikan dengan pagu Dana Alokasi 
Khusus per bidang. Bobot Dana Alokasi Khusus per bidang ditetapkan 
berdasarkan Indeks Fiskal Wilayah Teknis (IFWT) dikalikan dengan 
Indeks Kemahalan Konstruksi. Bidang-bidang kegiatan yang didanai 
oleh Dana Alokasi Khususmenurut Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan adalah: 
1) Bidang pendidikan, Dana Alokasi khusus dialokasikan untuk 
mendukun program penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu 
dan merata. 
2) Bidang kesehatan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk 
meningakatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang 
difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, 
penanggulangan masalah gizi, serta penegahan penyakit dan 
penyehatan lingkungan terutama untuk penduduk miskin dan 
penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan 
dan daerah bermasalah kesehatan. 





mempertahankan dan meningkatakan kinerja pelayanan prasarana 
jalan provinsi, kabupaten dan kota serta menunjang aksebilitas 
keterhubungan wilayah dalam mendukung pengembangan koridor 
ekonomi wilayah/kawasan. 
4) Bidang infrastruktur irigasi, Dana Alokasi Khusus dialokasikan 
untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan. 
5) Jaringan irigasi/rawa yang menjadi kewenangan pemerintah 
provinsi/kabupaten/kota dalam rangka mendukung pemenuhan 
sasaran prioritas nasional di bidang ketahanan pangan menuju 
surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. 
6) Bidang infrastruktur air minum, Dana Alokasi Khusus dialokasikan 
untuk meningkatkan cakupan pelayanan air dalam rangka 
percepatan pencapaian target Millenium Development Goals 
(MDGs). 
7) Bidang infrastruktur sanitasi, Dana Alokasi Khusus dialokasikan 
untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi, 
terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara 
komunal/terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan 
masyarakat. 
8) Bidang prasarana pemerintahan desa, Dana Alokasi Khusus 
dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah 
dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yang diprioritaskan 





9) Bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan, Dana Alokasi 
Khusus dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan 
kawasan perbatasan untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang 
dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan 
sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara 
berkelanjutan. 
10) Bidang kelautan dan perikanan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan 
untuk sarana prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, 
pengawasan, penyuluhan, data statistik untuk mendukkung 
industrialisasi, serta penyediaan sarpras terkait pengembangan 
kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil. 
11) Bidang pertanian, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk 
mengembangkan sarana dan prasarana air, lahan, pembangunan 
dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan 
lumbung masyarakat untuk meningkatkan produksi bahan pangan. 
12) Bidang keluarga berencana, Dana Alokasi Khusus dialokasikan 
untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas 
pelayanan keluarga berencana yang merata melalui berbagai 
program dan kegiatan. 
13) Bidang kehutanan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk 
peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di 
daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan 





14) Bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal, Dana Alokasi 
Khusus dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembanguan 
daerah tertinggal. 
15) Bidang sarana pedagangan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan 
untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan 
untuk mendukung pasokan dan ketersediaan barang sehingga dapat 
meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di daerah tertinggal, 
perbatasan, daerah pemekaran, dan daerah yang minim sarana 
perdagangan. 
16) Bidang energi pedesaan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk 
memanfaatkan sumber energi terbaru setempat untuk 
meningkatkan akses masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat di 
daerah tertinggal dan kawasan perbatasan terhadap energimodern. 
17) Bidang perumahan dan pemukiman, Dana Alokasi Khusus 
dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan sarana, prasarana, 
utilitas perumahan dan kawasan pemukiman dalam rangka 
menstimulan pembangunan perumahan dan pemukiman. 
18) Bidang keselamatan transportasi darat, Dana Alokasi Khusus 
dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama 
keselamatan bagi penggunan transportasi jalan guna 
menurunkantingkat fatalitas (korban meninggal dunia) akibat 






Berdasarkan pandangan beberapa ahli diatas menunjukkan bahwa 
Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus 
daerah seperti kegiatan sarana dan prasarana. Dana Alokasi Khusus ini 
termasuk dana anggaran publik. Sesuai dengan teori penganggaran 
sektor publik menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan 
dana anggaran khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah 
sebagai pemenuhan belanja daerah yang sifatnya khusus. Sehingga 
Dana Alokasi Khusus ini sangat berpengaruh positif terhadap belanja 
daerah dikarenakan setiap daerah membutuhkan anggaran dana untuk 
belanja daerah. 
Salah satu anggaran belanja daerah yang bisa didapatkan melalui 
Dana Alokasi Khusus sehingga belanja daerah tidak dapat terpenuhi 
jika tidak terdapat dana anggaran yang didapatkan dari Dana Alokasi 
Khusus. Dana ini didapatkan melalui APBN dan disalurkan ke 
pemerintah daerah untuk kebutuhan khusus belanja daerah seperti 
kebutuhan sarana dan prasarana. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Melda & Sofyan (2020) menyatakan bahwa dana 
alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah 
dikarenakan tanpa adanya anggaran dana alokasi khusus maka 
anggaran belanja daerah juga akan berkurang khususnya untuk 






3) Dana Bagi Hasil 
a. Definisi 
Dana bagi hasil merupakan dana yang sumbernya didapatkan melalui 
pendapatan APBN yang dialokasikan terhadap daerah sesuai dengan 
angka persentase dalam mendanai kebutuhan daerah untuk 
melaksanakan desentraliasasi sesuai dengan Undang-Undang No. 33 
Tahun 2004 terkait perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah. Dana bagi hasil yang diberikan pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis yaitu dana bagi 
hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Berdasarkan teori 
penganggaran sektor publik, dana bagi hasil ini merupakan dana yang 
sifatnya untuk memenuhi kegiatan belanja daerah dan provinsi 
(Riswandi,2014). Pola pembagian hasil penerimaan ini dilakukan 
dengan perhitungan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah 
penghasil. Penerimaan dana bagi hasil pajak sumbernya dari pajak 
bumi dan bangunan (PBB) kemudian bea perolehan hak atas tanah, 
pajak penghasilan dari wajib pajak. Kemudian dana bagi hasil yang 
didapatkan dari sumber daya alam yaitu kehutanan, pertambangan, 
perikanan, pertambangan minyak bumi, gas dan panas bumi. 
b. Jenis Dana Bagi Hasil 
 
Jenis dana bagi hasil terbagi menjadi dana bagi hasil pajak dan sumber 






1) Dana Bagi Hasil Pajak 
 
Dana bagi hasil ini didapatkan dari pajak negara yang kemudian 
dibagikan ke setiap pemerintah daerah dengan perincian sebanyak 
16.2% disalurkan  ke rekening kas provinsi, 64% disalurkan ke 
kabupaten, 9% disalurkan ke realisasi penerimaan PBB. 
Selanjutnya dana bagi hasil perolehan hak atas tanah sebesar 16% 
untuk provinsi dan 64% untuk daerah kabupaten atau kota. 
2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
Dana bagi hasil sumber daya ala mini diperoleh melalui kehutanan 
dengan besar 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. 
Sumber daya pertambangan sebanyak 20% untuk pemerintah dan 
80% untuk daerah. Kemudian dana sumber daya pertambangan 
paling besar diberikan kepada daerah sebesar 84.5%. 
Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dana 
bagi hasil merupakan dana yang diperoleh dari APBN melalui pajak 
dan sumber daya alam. Dana perolehan ini selanjutnya akan 
dibagikan kepada pemerintah provinsi dan daerah dengan persentase 
pembagian yang telah ditentukan pemerintah pusat. Sesuai dengan 
teori penganggaran sektor publik, dana bagi hasil ini merupakan 
dana yang sifatnya untuk memenuhi kegiatan belanja daerah dan 
provinsi. Kebutuhan belanja daerah ini memerlukan dana anggaran 
salah satunya didapatkan dari dana bagi hasil sehingga dana bagi 





Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dinyatakan oleh 
Elisabeth (2018) yang menyatakan bahwa variabel PAD, DAU dan 
DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. 
Dana bagi hasil yang didapatkan dari pemerintah pusat digunakan 
untuk melakukan pembangunan secara ekonomi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Tanpa adanya dana 
bagi hasil ini maka pemerintah tidak dapat mencukupi kebutuhan 
daerahnya sehingga dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap 
belanja daerah. 
B. Penelitian Terdahulu 
Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang 
berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Penelitian terdahulu yang 
memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini 
terdapat 11 kajian penelitian terdahulu sebagai berikut : 
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati & Sari, (2021). 
Judul penelitian ini yaitu “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja 
Daerah Pada Pemerintah Kota  Di Pulau  Jawa”. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu metode kuantitatif dengan Teknik pengujian hipotesisi untuk 
mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada 
Pemerintah Kota Di Pulau  Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD 
berpengaruh terhadap Belanja Daerah. 
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andrean & Sari, (2020). 





Daerah Dan Budget Ratchheting Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 
2013-2017)”. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Pada 
penelitian ini hasil penelitian menunjukkan bahwa “PAD berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Belanja Daerah”. 
Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jati & Sadjiarto, (2020). 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di 
Provinsi Jawa Tengah”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 
kuantitatif dengan Teknik pengujian hipotesisi untuk mengetahui pengaruh 
Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja 
Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
belanja Daerah. 
Keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Melda & Syofyan, 
(2020). Penelitian yang dilakukan berjudul “Analisis Flypaper Effect Pada 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan 
Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota”. Metode penelitian 
yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan Teknik pengujian hipotesisi 
untuk mengetahui Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja 
Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK dan PAD 





tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. 
Kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah et al., (2018). 
Penelitian yang dilakukan tersebut berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana 
Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. Metode penelitian yang digunakan 
yaitu metode kuantitatif untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU dan DAK 
serta Dana Perimbangan terhadap belanja daerah. Hasilnya menunjukkan DAK 
dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. 
Sedangkan PAD dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja 
Daerah. 
Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth (2018). Penelitian 
ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Asil Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis 
Plypaper Effect Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. Metode 
penelitian yang digunakan yaitu metode Kuantitatif, Studi Empiris. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja 
Daerah. Sedangkan variabel PAD, DAU dan DBH berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Belanja Daerah. 
Ketujuh, yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Ernayani, (2017). 
Pada penelitian yang dilakukan ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil 
Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi 





penelitian kuantitatif untuk menguji pengaruh setiap variable. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Belanja Daerah. 
Kedelapan, penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Wati & Fajar, 
(2017). Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung”. Metode 
penelitiannya yaitu metode penelitian kuantitatif untuk menguji pengaruh 
setiap variable yaitu Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap 
Belanja Daerah. Hasil penelitiannya yaitu PAD tidak berpengaruh terhadap 
Belanja Daerah, sedangkan DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Belanja Daerah. 
Ke Sembilan  merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia 
et al., (2015). Penelitian yang dilakukan ini berjudul “Flypaper Effect Pada 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan  (2009-2013). Metode 
penelitiannya yaitu metode kuantitatif. kemudian hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif  dan signifikan 
terhadap Belanja Daerah. Sementara itu variabel DAU tidak berpengaruh 
terhadap Belanja Daerah. 
Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang kesepuluh merupakan 
penelitian yang dilakukan oleh Nur, (2015). Penelitian ini berjudul “Pengaruh 





Terhadap Belanja Daerah  Di Sulawesi Selatan”. metode penelitian kuantitatif 
untuk menguji pengaruh setiap variable. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Sedangkan PAD 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. 
Yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & 
Suryono, (2015). Penelitian ini berjudul “Flypaper Effect Dana Alokasi Umum 
dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah”. Metode penelitian ini 
yaitu penelitian kuantitatif untuk menguji Flypaper Effect Dana Alokasi Umum 
dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitiannya 
menjelaskan bahwa PAD dan  DAU berpengaruh  positif dan signifikan 
terhadap Belanja Daerah. 
Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu 









Pendapatan  Asli 
Daerah  Terhadap 
Belanja  Daerah 
Pada Pemerintah 
Kota Di Pulau 
Jawa 
Kuantitatif Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
PAD berpengaruh 










Belanja  Daerah 
Dan   Budget 
Ratchheting 
Sebagai Variabel 
Moderasi   (Studi 
Pada Pemerintah 
DaerahKabupaten 




Kuantitatif Hasil penelitian 
menunjukkan        bahwa 
PAD berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
Belanja Daerah. 









  Kabupaten 
/Kota Di Provinsi 
Jawa Tengah 
Kuantitatif HasiL penelitian 
menunjukkan bahwa 
DAU dan PAD 
berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
belanja Daerah 




Effect Pada Dana 
Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus, 





Di Sumatera Barat 
Kuantitatif Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa DAU, 
DAK dan PAD berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap  belanja 
daerah. Sedangkan DBH 
tidak berpengaruh terhadap 
belanja daerah 











Kuantitatif Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa DAK 
dan DAU berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap Belanja Daerah. 





















Khusus dan Dana 
Bagi Hasil Terhadap 
Belanja Daerah Serta 
Analisis Plypaper 
Effect Pada 
Kabupaten dan Kota 
















Khusus dan Dana 
Bagi Hasil Terhadap 
Belanja Daerah 






Kuantitatif Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa PAD 
dan Dana Perimbangan 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Belanja 
Daerah. 




Pendapatan  Asli 
Daerah Dan Dana 
Perimbangan 
Terhadap Belanja 
Daerah  Kota 
Bandung 
Kuantitatif Hasil  penelitian 
menunjukkan bahwa 
PAD tidak berpengaruh 
terhadap Belanja Daerah, 
sedangkan DAU dan 
DAK berpengaruh 
positif     dan   signifikan 
terhadap Belanja Daerah. 
9 Amalia et 
al.,(2015) 




Alokasi    Umum 
(DAU) dan Dana 
Alokasi   Khusus 
(DAK)  Terhadap 
Belanja   Daerah 
Pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota 
Di   Provinsi 
Kalimantan 
Selatan    (2009- 
2013) 
Kuantitatif Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
PAD dan DAK 
berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
Belanja Daerah. 
Sementara itu variabel 
DAU tidak berpengaruh 





10 Nur, (2015 Pengaruh 
Pendapatan   Asli 
Daerah,    Dana 
Alokasi Umumdan 
Dana  Alokasi 
Khusus Terhadap 
Belanja   Daerah 
Di Sulawesi 
Selatan 
Kuantitatif Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
DAU tidak berpengaruh 
terhadap  Belanja 
Daerah.   Sedangkan 
PAD berpengaruh 









Umum  dan 
Pendapatan  Asli 
Daerah Terhadap 
Belanja Daerah 
Kuantitatif Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
PAD  dan  DAU 




C. Kerangka Pemikiran Konseptual 
 
Pengelolaan Keuangan daerah sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan 
asli daerah, Dana perimbangan dan Lain-lain PAD yang sah, kemudian 
pendapatan daerah tersebut oleh daerah dipergunakan untuk membiayai 
belanja daerah. Belanja Daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan 
mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang 
mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai 
belanja daerahnya. Agar semakin mandiri suatu daerah diperlukan kesadaran 
dari masyarakatnya untuk ikut serta menyubang pendapatan asli daerah melalui 
membayar pajak daerah hingga membayar retribusi daerah. 
Menurut Abdul Halim (2004:63) teori Anggaran sektor publik dapat 
menjelaskan bahwa Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa 
pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Pemerintah 





atau langkah-langkah yang akan dilakukan sehingga setiap aktivitas dapat 
terarah dan terkontrol dengan baik. Anggaran sektor publik menjadi kendali 
dan tolok ukur setiap aktivitas yang dilakukan. Berdasarkan penjelasan diatas 
maka faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah dalam penelitian ini 
adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan 
dana bagi hasil. 
Pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap belanja daerah 
dikarenakan belanja daerah membutuhkan dana anggaran yang harus 
didapatkan oleh daerah. Salah satu anggaran dana yang bisa didapatkan oleh 
daerah yaitu melalui PAD. PAD bersumber dari pemungutan pajak daerah 
sehingga dana PAD bisa digunakan untuk menjalankan pembangunan ekonomi 
di setiap daerah serta memenuhi belanja daerah. Daerah membutuhkan 
anggaran dana belanja untuk lemajuan daerahnya sehingga PAD sangat 
membantu memberikan belanja daerah sehingga daerah dapat menjalankan  
pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. 
Setiap daerah membutuhkan dana anggaran untuk memenuhi kebutuhan 
daerahnya. Dan tanpa adanya anggaran dana alokasi khusus maka anggaran 
belanja daerah juga akan berkurang khususnya untuk pendanaan khusus 
sehingga memperhambat pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Dana bagi 
hasil yang didapatkan dari pemerintah pusat digunakan untuk melakukan 
pembangunan secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
daerah. Tanpa adanya dana bagi hasil ini maka pemerintah tidak dapat 





Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatmawati dan Sari 
(2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat 
berpengatuh positif terhadap belanja daerah. Berbeda dengan penelitian 
Ferdiansyah (2018) yang menghasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Pada penelitian yang dilakukan 
oleh Jati & Sadjiarto (2020) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum ini 
berpengaruh positif terhadap belanja. Berbeda dengan penelitian Nur (2015) 
yang menunjukan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap 
belanja daerah. Pada penelitian Melda & Sofyan (2020) menyatakan bahwa 
dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Berbeda 
dengan penelitian Rini, Adi dan yusrianti (2015) yang menunjukan bahwa dana 
alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Penelitian yang 
dilakukan oleh Elisabeth (2018) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun pada 
penelitian Melda & Sofyan (2020) yang menunjukan bahwa dana bagi hasil 
berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. 
Berdasarkan pada penjelasan tersebut dapat digambarkan sebagaimana 

















: Garis Uji Parsial (Uji t) 
: Garis Uji Simultan (Uji Statistik F) 
 
D. Perumusan Hipotesis 
 
Hipotesis merupakan jawaban sementara dari penelitian yang 
kebenarannya akan diuji terlebih dahulu karena pada dasarnya hipotesis adalah 
jawaban yang telah dirumuskan pada perumusan masalah. Adapun perumusan 
hipotesis yang ada dalam penelitian ini adalah: 
H1 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan 
Dana Bagi Hasil Berpengaruh Positif Secara Simultan Terhadap Belanja 
Daerah. 
H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. 
H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. 
H4 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. 




BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Metode Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif, hal tersebut dikarenakan penggunaan 
angka dan analisis statistik dalam pengujian hipotesis. Penelitian ini juga 
termasuk dalam penelitian ex post facto yang merupakan penelitian yang 
dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut 
ke belakang melalui data untuk menemukan faktor-faktor yang mendahului 
atau menemukan sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa yang diteliti 
(Alhamda, 2016). 
1. Lokasi Penelitian 
Di dalam penelitian yang akan dilakukan, perolehan data mengenai 
seluruh Kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Tengah tidak dapat 
dilakukan secara langsung dikarenakan ada wabah virus pandemi Covid-
19. Oleh karena itu, peneliti memperoleh data penelitian melalui via 
website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
(http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Penulis memaparkan daftar kabupaten 








Tabel 3. 1 Sample Penelitian 
No Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota 
1 Kab. Cilacap 13 Kab. Karanganyar 25 Kab. Demak 
2 Kab. Banyumas 14 Kab. Sragen 26 Kab. Semarang 
3 Kab. Purbalingga 15 Kab. Grobogan 27 Kab. Temanggung 
4 Kab. Banjarnegara 16 Kab. Blora 28 Kab. Kendal 
5 Kab. Kebumen 17 Kab. Rembang 29 Kota Batang 
6 Kab. Purworejo 18 Kab. Sukoharjo 30 Kab. Pekalongan 
7 Kab. Wonosobo 19 Kab. Wonogiri 31 Kab. Tegal 
8 Kab. Magelang 20 Kab. Pati 32 Kab. Brebes 
9 Kab. Boyolali 21 Kab. Kudus 33 Kab. Pemalang 
10 Kab. Klaten 22 Kab. Jepara 34 Kota Magelang 
11 Kota Surakarta 23 Kota Semarang 35 Kota Tegal 
12 Kota Salatiga 24 Kota Pekalongan   
 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi dapat didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri 
atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan karateristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 
kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi di dalam penelitian ini 
adalah seluruh Laporan Realisasi Anggaran APBD di Kabupaten/Kota 








Sampel dapat didefinisikan sebagai bagian dari jumlah dan 
karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010). 
Sehingga sampel yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah 
seluruh populasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. 
Sedangkan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah seluruh 
Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 
Tengah, sejumlah 35 PAD, DAU, DAK, DBH dan Belanja Daerah 
yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan (DJPK) Provinsi Jawa Tengah. 
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
 
Operasional variabel memiliki makna yang diberikan kepada 
suatu variabel yang diukur dengan menggunakan indikator dan atribut 
yang digunakan. Mengenai variabel yang ada di dalam penelitian ini 
meliputi Belanja Daerah sebagai variabel dependen dan Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil 
Pajak dan Bukan Pajak sebagai variabel independen. Penulis memaparkan 






Tabel 3. 2 Operasional Variabel 
 
No Variabel Indikator Rumus Skala 
1 Belanja 
Daerah(Y) 
1. Belanja operasi 
2. Belanja modal 
3. Belanja tidak 
terduga 
4. Belanja transfer 
Belanja daerah = 
Belaja operasi + 
Belanja modal + 
Belanja tidak 
terduga 










1. Pajak daerah 








PAD = Pajak 
daerah + Retribusi 
daerah  + Hasil 
pengelolaan daerah 
yang dipisahkan + 
Lain-lain 








3 DAU (X2) Pendanaan untuk 
pelaksanaan 
desentralisasi 
DAU  = Celah 
Fiskal + Alokasi 
Dasar Dimana: 















dan prasarana baru, 
bisa fisik maupun 
non fisik. 
DAK = Penerimaan 





Umum = PAD + 







1. Belanja Daerah 
 
Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang berperan 




dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran 
pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu 
pemerintah daerah, namun harus direncankaan terlebih dahulu (Argi, 
2011). Hal tersebut dikarenakan adanya struktur pemerintahan yang 
mengharuskan biroksasi terstruktur. Penulis memaparkan rumus 
perhitungan Belanja Daerah sebagaimana berikut: (Ulum, 2008) 
Belanja Daerah = Bel Operasi + Bel Modal + Bel Tidak Terduga + 
Bel Transfer 
2. Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan 
daerah yang berasal dari potensi daerahnya masing-masing yang dapat 
digunakan secara mandiri oleh daerah tersebut. Menurut UU Nomor 33 
Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sehingga Pendapatan Asli 
Daerah dirumuskan sebagai berikut: (Purwanto, 2013:38) 
PAD = PD + RD + HPKDYD + LPADYS 
Dimana: 
PAD = Pendapatan Asli Daerah  
PD = Pajak Daerah 
RD = Retribusi Daerah 
HPKDYD = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 




3. Dana Alokasi Umum 
 
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan 
sepenuhnya kepada daerah. Rumus yang menjadi formula perhitungan 
Dana Alokasi Umum menurut DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan) adalah sebagai berikut: (Purwanto, 2013) 
DAU = AD + CF 
Dimana: 
DAU = Dana Alokasi Umum 
AD = Alokasi Dasar, yaitu gaji PNS Daerah 
CF = Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal) 
4. Dana Alokasi Khusus 
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah 
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus daerah 
sesuai dengan prioritas nasional.  
DAK = Penerimaan Umum APBD – Belanja Pegawai Daerah 
Dimana: 
Penerimaan Umum = PAD + DAU + (DBH-DBH DR) 
Keterangan: 
DBH  = Dana Bagi Hasil 





5. Dana Bagi Hasil 
 
Dana Bagi Hasil terdiri dari PBB, BPHTH dan PPh, sedangkan untuk DBH 
BP (Sumber Daya Alam) dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, 
Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi. 
Sehingga perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut: (Nur, 2015) 
DBH = DBH Pajak + DBH SDA 
D. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitain ini adalah 
metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari, 
mengolah dan mencatat data yang berhubungan dengan penelitain ini. Data 
yang digunakan dalam penelitain ini adalah data sekunder, yaitu Laporan 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota 
dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sampai dengan Tahun 
2019. 
E. Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis 
 
1. Analisis Regresi Linier Berganda 
 
Dalam menganalisa data dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
analisis regresi berganda. Karena penelitian ini meneliti lebih dari satu 
variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum 
(X2), Dana Alokasi Khusus (X3) dan Dana Bagi Hasil (X4) serta Belanja 







Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 
 
Dimana: 
Y = Belanja Daerah 
a = Konstanta 
b1, b2, b3,b4 = Koefisien Regresi 
X1 = Pendapatan Asli Daerah 
X2 = Dana Alokasi Umum 
X3 = Dana Alokasi Khusus 
X4 = Dana Bagi Hasil 
2. Uji Hipotesis 
a. Uji F (Uji Simultan) 
Uji F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan 
dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau bersama- 
sama terhadap variabel terikat atau dependen (Ghozali, 2018). Pengujian 
dapat dilakukan dengan cara jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 
maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh 
terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 
maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
variabel dependen. 
b. Uji t (Parsial) 
 
Uji t bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu 




variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian secara parsial ini 
dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi t dari 
hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam 
penelitian ini. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat 
signifikansi sebesar 5% atau 0,05.Jika nilai probabilitas signifikansi < 
0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika nilai probabilitas 
signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. 
c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
 
Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 
berarti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan veriabel dependen terbatas. Sebaliknya, Nilai R2 yang 
mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan 
hampir semua informasi yang dibutuhkan untiuk memprediksi variabel-
variabel dependen (Ghozali, 2018). 
3. Uji Asumsi Klasik 
 
Uji asumsi klasik merupakan uji yang dilakukan sebagai syarat 
sebelum dilakukannya uji analisis regresi. Sebuah model regresi 
diharuskan dapat memenuhi asumsi-asumsi klasik pada tiap-tiap 
pengujian. Apabila model regresi tidak memenuhi persyaratan dalam uji 
ini, maka analisis regresi tidak dapat dilakukan. Di dalam penelitian ini uji 




heterokedastisitas dan uji multikolinieritas. 
a. Uji Normalitas Data 
 
Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 
distribusi data penelitian telah berdistribusi normal atau tidak. Sebuah 
model regresi hendaknya memiliki distribusi data yang normal 
(Ghozali, 2018). Di dalam penelitian ini teknik pengujian normalitas 
menggunakan Kolmogorov- Smirnov dengan kriteria pengambilan 




Uji heterokedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 
adanya ketidaksamaan varian antar nilai residual pengamatan. Sebuah  
model regresi yang baik hendaknya tidak mengalami gejala 
heterokedastisitas (Ghozali, 2018). Di dalam penelitian ini pengujian 
heterokedastisitas menggunakan uji Glesjer dengan kriteria 
pengambilan data dikatakan bebas dari gejala heterokedastisitas apabila 
memiliki nilai signifikansi > 0,05. 
c. Uji Multikolinieritas 
 
Uji multikolinieritas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 
adanya korelasi antar variabel independen. Sebuah model regresi yang 
baik hendaknya tidak terdapat gejala multikolinieritas di dalamnya 
(Ghozali, 2018). Di dalam penelitian ini pengujian multikolinieritas 




pengambilan keputusan data penelitian dikatakan tidak terdapat gejala 
multikoliniertas apabila memiliki nilai Tolerance < 0,10 dan nilai VIF 
> 10,00. 
d. Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah suatu model regresi linear 
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, 
maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mengetahui apakah 
terjadi autokorelasi dalam suatu model regresi maka dalam penelitian 
ini digunakan Durbin Watson Test (DW-Test) dengan ketentuan 
dU≤DW≤4-Du 
Tabel 3. 3 Keputusan Durbin Watson 
Hipotesis 0 Keputusan Jika 
(1) Tidak ada 
autokorelasi positif 
 (2) Tidak ada 
autokorelasi positif  
(3) Tidak ada korelasi 
negative  
(4) Tidak ada korelasi 
negative  




 No  
 
Decision 







0 < d< dl 
 
 dl≤ d ≤du  
 




















BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum 
1. Provinsi Jawa Tengah 
Ada tiga puluh empat Provinsi di Indonesia, Jawa Tengah adalah salah 
satunya berada ditengah Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah 
terletak antara 5⁰ 40’ dan 8⁰ 30’  Lintang  Selatan  dan  antara  108⁰ 30’ dan 
111⁰ 30’ Bujur Timur, di apit oleh Propinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa 
Timur. Luas wilayah tercatat 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas 
Pulau Jawa dan 1,70 persen dari luas Indonesia, beriklim tropis yang 
dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Kondisi topografi Jawa 
Tengah beraneka ragam, meliputi daerah pegunungan, dataran tinggi yang 
membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah, dataran rendah 
yang hampir tersebar di seluruh wilayah, adanya pantai Utara dan Selatan. 
Pembagian wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 
kabupaten dan 6 kota dimana terdapat 573 kecamatan, 769 kelurahan dan 7.809 
desa dan ibukota terletak di Kota Semarang, untuk Kabupaten terluas yakni 
Kabupaten Cilacap dengan luas wilayah 213.851 hektar atau 6,57 persen dari 
luas Jawa Tengah, kota terluas yaitu Kota Semarang dengan luas 37.367 hektar 
atau sekitar 1,15 persen dari luas Jawa Tengah dan kota tersempit di Provinsi 
Jawa Tengah yakni Kota Magelang dengan luas 1812 hektar atau 0,06 persen 




Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
Sumber: RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. 
Gambar 4. 1  
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 
 
Dalam rentang waktu lima tahun, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 
relatif stabil pada kisaran 5,2% - 5,4%, bahkan selalu lebih baik dibandingkan 
pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan  ekonomi Jawa Tengah tahun 
2018 sebesar 5,32% meningkat dari pada tahun 2017 (5,26%), lebih baik 
dibandingkan nasional (5,17%). Peningkatan Pertumbuhan ekonomi Jawa 
Tengah tahun 2014-2018 didukung dengan pertumbuhan yang positif seluruh 
lapangan usaha dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah informasi dan 




B. Hasil Penelitian 
1. Hasil Uji Asumsi Klasik 
Uji Asumsi Klasik yang digunakan dalam poenelitian ini adalah uji 
normalitas, uji heteroskesdastisitas, uji multikolineritas, dan uji autokorelasi. 
a. Uji Normalitas 
Menurut (Santoso, 2012), dasar pengambilan uji normalitas bisa 
dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu apabila 
probabilitas > 0,05 maka distribusi adalah normal, dan bila probabilitas < 0,05 
maka distribusi tidak normal. Uji Normalitas dengan menggunakan grafik P-
Plot menunjukkan titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya 
(seperti terlihat pada gambar / diagram Normal P-Plot dibawah ini ) sehingga 
dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas 
 




Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
 
Untuk lebih mendukung atau membuktikan uji normalitas maka 
selanjutnya menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov dengan melihat nilai 
Asymp. Sig. Berdasarkan data pada lampiran, hasil penguji dapat 
dijelaskan pada tabel dibawah ini : 
Tabel 4. 1 
Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov Test 














Test Statistic ,063 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,091c 
Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021 
 
Dari hasil data tabel 4.1 diatas diketahui bahwa dari hasil uji 
perhitungan uji normalitas diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,091 > α = 
0,05. maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi 
secara normal dan dapat di analisa lebih lanjut. 
b. Heteroskesdastisitas 
Menurut (Gujarati, 2012), dalam uji heteroskesdastisitas dilakukan 




ketidaksamaan variance dari satu pengamatan dengan pengamatan 
lainnya, dasar pengambilan uji heteroskesdastisitas bisa dilakukan jika 
nilai probabilitas > 0,05 maka dapat dipastikan model tidak mengandung 
unsur uji heteroskesdastisitas dengan menggunakan grafik Scatterplot 
terlihat bahwa tidak ada pola tertentu karena titik- titik menyebar secara 
tidak beraturan baik diatas maupun di bawah sumbu 0 pada sumbu Y 
(seperti terlihat pada diagram Scatterplot dibawah ini) dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala Heteroskesdastisitas. 
 
Gambar 4. 3  
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
c. Uji Multikolineritas 




multikolineritas dilakukan dengan mendeteksi nilai tolerance dan nilai 
Varian Inflition Faktor (VIF). Apabila nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 
10, maka tidak terjadi gejala multikolineritas, sedangkan bila nilai 
tolerance < 0.10 dan VIF >10 maka terjadi gejala multikolineritas. Untuk 
hasil pengujian penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 
Tabel 4. 2  
Hasil Uji Multikolineritas 
Model Tolerance VIF 
Pendapatan Asli Daerah 0,768 1,302 
Dana Alokasi Umum 0,497 2,012 
Dana Alokasi Khusus 0,575 1,738 
Dana Bagi Hasil 0,849 1,177 
a. Dependent Variable: Belanja Daerah 
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021 
 
Berdasarkan tabel 4.2 diatas diketahui bahwa dari hasil perhitungan 
uji Multikolineritas diperoleh dari seluruh variabel independen (X1, X2 
dan X3, X4) mempunyai nilai VIF < 10 serta nilai tolerance > 0,1, 
sehingga dapat dikatakan bahwa dalam model penelitian ini tidak 
terdapat gejala Multikolinieritas. 
d. Uji Autokorelasi 
Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah didalam 
model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 
periode t-1 (sebelum). Masalah ini muncul biasanya terjadi dikarenakan 




satu dengan lainnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, 
maka dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson (DW test). Adapun hasil dari 
uji autokorelasi yaitu :   
 
 
Tabel 4. 2  











1 0,928a 0,861 0,858 1,831 
 
 
Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.3 diatas didapat 
diketahui bahwa hasil uji autokorelasi pada nilai Durbin-Watson (DW) = 
1,831. Adapun nilai du pada k (variabel x = 4 dan n = 175) yaitu sebesar 
1,762 sehingga 4-du = 2,238. Jika diamati, nilai d = 1,831 atau bisa 
dikatakan bahwa nilai DW adalah 1,762 < 1,831 < 2,238. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini 
tidak ada gejala autokorelasi. 
2. Hasil Uji Hipotesis 
Uji Hipotesis dilakukan untuk melihat kebaikan model persamaan regresi 
yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian dilakukan dengan 




a. Uji - F 
Menurut (Ghozali, 2011), Uji – F digunakan untuk mengetahui 
kelayakan model regresi linear berganda serta melihat pengaruh antara 
variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau 
bersama-sama. Ketentuannya apabila sig ≤ α = 0,05 atau F hitung > F 
tabel maka ada pengaruh secara simultan (bersama-sama) sehingga 
model regresi yang digunakan dikatakan baik (Fit).  
Tabel 4. 3  




Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 18,240 4 4,560 264,344 ,000b 
Residual 2,933 170 ,017   
Total 21,173 174    
 Sumber: Output SPSS (2021) 
Pada tabel tersebut diatas menunjukkan hasil uji F dengan 
signifikansi = 0,000 lebih kecil < α = 0,05 serta nilai F hitung = 264,344> 
nilai F tabel dengan  degree of freedom = (k; n-k), df = (4, 175-4) = 2,42. 
Menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 
Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama 
(simultan) berpengaruh positif terhadap variabel Belanja Daerah, 
sehingga model regresi yang digunakan bisa dikatakan baik. 
b. Uji - t 
Untuk pembuktian terhadap hipotesis pada penelitian ini dapat 




untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independent terhadap 
variabel dependen secara parsial atau sendiri- sendiri. Ketentuannya 
apabila t hitung > t tabel atau sig. ≤ α = 0,05 maka ada pengaruh secara 




Tabel 4. 4  













Sig. B Beta 
1 (Constant) -2,896  
-2,935 ,004 
Pendapatan Asli Daerah ,211 
,265 8,142 ,000 
Dana Alokasi Umum ,834 
,707 17,463 ,000 
Dana Alokasi Khusus ,056 
,091 2,424 ,016 
Dana Bagi Hasil ,046 
,072 2,310 ,022 
a. Dependent Variable : Belanja Daerah 
Sumber: Output SPSS 22 (2021) 
 
Berdasarkan hasil uji – t pada tabel 4.5 diatas, maka dapat dilakukan 
pembuktian dengan degree of freedom n-4 ((175-4) = 171) sebagai 
berikut: 
1. Dari hasil uji – t, bahwa Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja 
Daerah dengan tingkat sig. α = 0,05 didapat nilai t hitung sebesar 




menunjukkan menolak H0 atau menerima hipotesis yang 
menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif 
terhadap Belanja Daerah. 
2. Dari hasil uji – t, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada 
tingkat sig. α = 0,05 didapat nilai t hitung sebesar 17,463> t tabel = 
1,65361  dengan sig. 0,000 lebih kecil (<) α = 0,05. Ini menunjukkan 
menolak H0 atau menerima hipotesis yang menyatakan Dana 
Alokasi Umum berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah. 
3. Hasil uji – t, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada 
tingkat sig. α = 0,05 didapat nilai t hitung sebesar 2,424> t tabel = 
1,65361 dengan sig. 0,016 lebih kecil (<) α = 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa menolak H0 atau menerima hipotesis ketiga 
yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif 
terhadap Belanja Daerah. 
4. Hasil uji - t, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah dengan 
tingkat sig. α = 0,05 didapat nilai t hitung sebesar 2,310 > t tabel = 
1,65361 dengan sig. 0,022 lebih kecil (<) α = 0,05. Ini menunjukkan 
menolak H0 atau menerima hipotesis yang menyatakan Dana Bagi 
Hasil berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah. 
c. Koefisien Determinasi (R2) 
Dalam Koefisien Determinasi kemampuan variabel independen 
dalam menjelaskan variasi variabel independen. Hasil dari Koefisien 
Determinasi dapat dilihat pada Adjusted R Square. 











1 0,928a 0,861 0,858 
Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021 
Dari tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square 
sebesar 0, 858. Dapat diartikan bahwa kemampuan variabel Pendapatan 
Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi 
Hasil dalam mempengaruhi variabel Belanja Daerah sebesar 85,8% 
(0,858 x 100%), sementara yang 14,2 % (100% - 85,8%), dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu dana transfer 
pemerintah pusat lainnya, dana pemerintah daerah lainnya dan lain – lain 
pendapatan yang sah Provinsi Jawa Tengah. 
3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
 
Tabel 4. 6  













Sig. B Beta 
1 (Constant) -2,896  
-2,935 ,004 
Pendapatan Asli Daerah ,211 
,265 8,142 ,000 
Dana Alokasi Umum ,834 
,707 17,463 ,000 
Dana Alokasi Khusus ,056 
,091 2,424 ,016 
Dana Bagi Hasil ,046 
,072 2,310 ,022 
a. Dependent Variable: Belanja Daerah 
 




Y = -2,896 + 0,211.PAD + 0,834.DAU + 0,056.DAK + 0,046.DBH + e 
 
 
persamaan linear Untandarized coefficients beta Pengaruh antara Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 




Persamaan linear tersebut dapat diartikan sebagai berikut: 
a. Koefisien konstanta (α) sebesar -2,896, artinya jika variabel independen 
(PAD, DAU, DAK, dan DBH) bernilai konstan (0), maka nilai Belanja 
Daerah adalah sebesar Rp. -2,896. 
b. Nilai Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) = 0,211, bernilai 
positif yang artinya bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
meningkat 1 (satu) % maka Belanja Daerah (BD) akan meningkat 
sebesar 0,211 %. 
c. Nilai Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) = 0,834, bernilai 
positif yang artinya bahwa apabila Dana Alokasi Umum (DAU) 
meningkat 1 (satu) % maka Belanja Daerah (BD) akan meningkat 
sebesar 0,834%. 
d. Nilai Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus (DAK) = 0,056 bernilai 
positif yang artinya bahwa apabila Dana Alokasi Khusus (DAK) 
meningkat sebesar 1 (satu) % maka Belanja Daerah (BD) akan semakin 
meningkat sebesar 0,056 %. 




positif yang artinya bahwa apabila Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat 
sebesar 1 (satu) % maka maka Belanja Daerah (BD) akan semakin 
meningkat sebesar 0,046 %. 
C. Pembahasan Hasil Penelitian 
Tujuan dari penelitia ini untuk melihat pengaruh  Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak dan 
Bukan Pajak terhadapa Belanja Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2016- 2020. Berdasarkan dari hasil analisa menggunakan 
variabel regresi linier berganda maka dilakukan pembahasan sebagai berikut :  
1. Pengaruh Simultan Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 
Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020. 
Uji statistik F Simultan bertujuan untuk menguji apakah model yang 
digunakan itu dapat signifikan atau tidak, sehingga bisa dipastikan apakah 
model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel 
independet secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan hasil uji F dengan signifikansi 
= 0,000 lebih kecil < α = 0,05 serta nilai F hitung = 264,344> nilai F tabel 
dengan  degree of freedom = (k; n-k), df = (4, 175-4) = 2,42. Menunjukkan 
bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 
dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif 
terhadap variabel Belanja Daerah, karena dari hasil spssnya menunjukkan 




disimpulkan semua variabel independent secara simultan berpengaruh positif 
terhadap variabel dependen. 
Berdasarkan Uji R menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 
0, 858. Dapat diartikan bahwa kemampuan variabel Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dalam 
mempengaruhi variabel Belanja Daerah sebesar 85,8% (0,858 x 100%), 
sementara yang 14,2 % (100% - 85,8%), dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu dana transfer pemerintah pusat lainnya, 
dana pemerintah daerah lainnya dan lain – lain pendapatan yang sah Provinsi 
Jawa Tengah. 
Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang berperan 
untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan 
prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Ketika sebuah pemerintahan 
memiliki kemandirian dalam operasionalnya, hal tersebut menandakan 
kemampuan pemenuhan kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung 
pada pemerintah pusat. Sedangkan dana alokasi umum yang memiliki tujuan 
untuk meratakan keuangan antar daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan 
fiskal dalam rangka pelaksanaan kewenangan dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah. Sedangkan dana alokasi khusus yang merupakan dana 
transfer dari pemerintah merupakan bagian dari dana perimbangan. DAK yang 
berasal dari APBN ditujuan untuk tujuan khusus seperti untuk sarana dan 
prasarana daerah miskin dan tertinggl, kawasan perbatasan, pengolahan limbah 




daripada daerah-daerah dengan kriteria tersebut. Di lain sisi, dana bagi hasil 
yang merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan 
merupakan salah satu moda dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana 
pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Dana Perimbangan bertujuan 
mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah 
dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.  
Berdasarkan Data penelitian di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah 
menghasilkan total Belanja Daerah tertinggi di Kabupaten Cilacap sebesar Rp 
15.985.384.968.704 dengan nilai rata-rata sebesar Rp 3.197.076.993.741 dan 
total Belanja Daerah terendah di Kota Pekalongan sebesar Rp 
4.575.919.170.146 dengan nilai rata-rata sebesar Rp 915.183.834.029. Total 
Pendapatan Asli Daerah tertinggi di Kota Semarang sebesar Rp 
9.687.786.393.577 dengan nilai rata-rata sebesar Rp 1.937.557.278.715 dan  
total Pendapatan Asli Daerah terendah sebesar Rp 1.097.029.883.553 dengan 
nilai rata-rata sebesar Rp 219.405.976.711. Total Dana Alokasi Umum 
tertinggi di Kabupaten Banyumas sebesar Rp 7.044.633.826.000 dengan nilai 
rata-rata sebesar Rp 1.408.926.765.200 dan total Dana Alokasi Umum terendah 
di Kota Pekalongan sebesar Rp 2.264.393.728.000 dengan nilai rata-rata 
sebesar Rp 452.878.745.600. Total Dana Alokasi Khusus tertinggi di 
Kabupaten Cilacap sebesar Rp 3.290.801.439.568 dengan nilai rata-rata 
sebesar Rp 658.160.287.914 dan total Dana Alokasi Khusus terendah di Kota 




91.893.875.721. Total Dana Bagi Hasil tertinggi di Kabupaten Kudus sebesar 
Rp 1.145.300.010.531 dengan nilai rata-rata sebesar Rp 229.060.002.106 dan 
total Dana Bagi Hasil terendah di Kota Salatiga sebesar Rp 121.707.845.947 
dengan nilai rata-rata sebesar Rp 24.341.569.189. 
Teori penganggaran sektor publik ini menyatakan terkait beberapa faktor 
yang mempengaruhi anggaran publik di setiap daerah dan berdampak terhadap 
belanja daerah. Dalam teori ini menyatakan daerah membutuhkan dana untuk 
belanja daerah sebagai pemenuhan kebutuhan pembangunan ekonomi. Setiap 
daerah membutuhkan anggaran dana yang berfungsi untuk kegiatan 
perencanaan pembangunan, kelengkapan sarana dan prasarana dengan tujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Faktor yang mempengaruhi 
dalam anggaran publik ini untuk belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana 
Bagi Hasil (DBH). Abdul Halim (2004) menyatakan dana-dana anggaran 
publik seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), 
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Ni Made Arni Asari dan 
Ketut Alit Suardana (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Perimbangan, dan Lain- lain Pendapatan yang sah secara simultan 
berpengaruh positif pada belanja daerah, namun bertolak belakang dengan 
penelitian Ferdiansyah et al., (2018) Pendapatan Asli Daerah dan Dana 
Perimbangan tidak pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.  





Halim, (2008:96) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber 
ekonomi asli daerah. Sementara menurut Darise, (2008:135), Pendapatan Asli 
Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu 
sumber yang menjadi pendapatan yang diterima daerah yang berasal potensi 
daerahnya masing-masing yang dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh 
daerah 
Pengujian Hipotesis kedua menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah 
berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa niali t hitung sebesar 8,142 dengan tingkat signifikan 0,000 yang berarti 
lebih kecil dari 0,05. Oleh karenanya hipotesis kedua yang menyatakan 
variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif terhadap Belanja 
Daerah dapat diterima. 
Berdasarkan Data penelitian di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah 
menghasilkan total Pendapatan Asli Daerah tertinggi di Kota Semarang sebesar 
Rp 9.687.786.393.577 dengan nilai rata-rata sebesar Rp 1.937.557.278.715 dan  
total Pendapatan Asli Daerah terendah sebesar Rp 1.097.029.883.553 dengan 
nilai rata-rata sebesar Rp 219.405.976.711.  
Dalam Teori penganggaran sektor publik ini menyatakan belanja daerah 




anggaran dana yang bisa didapatkan oleh daerah yaitu melalui Pendapatan Asli 
Daerah. Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap kelangsungan 
belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pemungutan pajak 
daerah sehingga dana Pendapatan Asli Daerah bisa digunakan untuk 
menjalankan pembangunan ekonomi di setiap daerah serta memenuhi belanja 
daerah. Daerah membutuhkan anggaran dana belanja untuk lemajuan 
daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah sangat membantu memberikan 
belanja daerah sehingga daerah dapat menjalankan pembangunan ekonomi dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. 
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi 
sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah memiliki 
peran ganda untuk menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Sehingga 
semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan maka semakin 
memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri 
tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Dengan kata lain, hal tersebut 
menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri 
dan begitu juga sebaliknya. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua 
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri 
dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Fatmawati dan Sari 
(2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat 




penelitian oleh Ferdiansyah (2018) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. 
3. Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah 
 Menurut Kuncoro (2014:63) Dana Alokasi Umum merupakan block 
grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi 
kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan 
dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum 
mengindikasikan bahwa daerahmiskin dan terbelakang harus menerima lebih 
banyak dari pada daerah kaya. Dari kedua definisi mengenai Dana Alokasi 
Umum (DAU) tersebut, maka yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum 
adalah dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat yang diserahkan 
kepada pemerintahdaerah yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan 
kapasitas dan kebutuhan setiap daerah yang didistribusikan dengan prinsip-
prinsip tertentu sehingga tercapai pemerataan kemampuan keuangan antara 
setiap daerah. 
Pengujian Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum 
berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa niali t hitung sebesar 17,463 dengan tingkat signifikan 
0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Oleh karenanya hipotesis ketiga yang 
menyatakan variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif 
terhadap Belanja Daerah dapat diterima. 
Ini menunjukkan bahwa masih tingginya Dana Alokasi Umum yang 




dana transfer dari pusat yang di peroleh pemerintah daerah yang ada di 
Indonesia merupakan yang paling banyak dan bahkan besarannya hampir 
sama dari pendapatan asli daerah jadi sangatlah wajar apabila Dana Alokasi 
Umum sangat berpengaruh terhadap belanja daerah, dalam mendorong 
pelaksanaan otonomi daerah efek Dana Alokasi Umum sangat berperan 
penting dalam membantu pendapatan yang optimal suatu daerah terutama 
daerah - daerah yang pendapatan asli relatif kecil, yang akan berdampak 
semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima maka akan semakin besar 
pula untuk pengeluaran belanja daerahnya.  
Berdasarkan Data penelitian di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah 
menghasilkan total Dana Alokasi Umum tertinggi di Kabupaten Banyumas 
sebesar Rp 7.044.633.826.000 dengan nilai rata-rata sebesar Rp 
1.408.926.765.200 dan total Dana Alokasi Umum terendah di Kota Pekalongan 
sebesar Rp 2.264.393.728.000 dengan nilai rata-rata sebesar Rp 
452.878.745.600.  
Dalam Teori penganggaran sektor publik ini menyatakan Setiap daerah 
membutuhkan dana anggaran untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Dana 
ini didapatkan melalui dana alokasi umum sesuai dengan teori anggaran 
sektor publik. karena dana-dana alokasi umum ini merupakan salah satu 
bentuk angaran dana untuk daerah sebagai belanja daerah. Tanpa adanya 
pengelolaan dana alokasi umum maka daerah tidak akan mendapatkan 
anggaran belanja dan kebutuhan daerah tidak dapat terpenuhi. 




keterkaitan antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah 
daerah. Belanja daerah dapat dikatakan sebagai pengeluaran anggaran untuk 
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 
satu periode akuntansi. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja daerah 
apabila pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya penambahan aset 
pemerintah, pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset 
dan perolehan aset tetap tersebut bukan untuk dijual. Dana alokasi umum 
ditujukan untuk pemerataan keuangan antar daerah sehingga tidak terjadi 
ketimpangan fiskal dalam rangka  pelaksanaan kewenangan dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah. Dana alokasi umum juga merupakan sumber 
dana yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam alokasi belanja daerah 
hanya saja dana tersebut diterima dari pemerintah pusat. Jati & Sadjiarto 
(2020) menyatakan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat yang 
diperoleh semakin tinggi maka Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Daerah akan semakin meningkat. Maka dengan demikian 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan maksimal. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari (Kurniawan, et al., 
2019), (Mulyati, et al., 2018) dan (Kurniawan W. A., 2016) yang menyatakan 
bahwa Dana Alokasi umum mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 
belanja daerah, namun bertolak belakang dengan penelitian Nur (2015) yang 






4. Dana Alokasi Khusus (X3) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah 
Mardiasmo (2004:144) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus 
merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan 
tertentu, yaitu merupakan program nasional atau program kegiatan yang tidak 
terdapat di daerah lain. Sementara dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 
dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
Pengujian Hipotesis keempat menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus 
berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa niali t hitung sebesar 2,424 dengan tingkat signifikan 0,016 yang berarti 
lebih kecil dari 0,05. Oleh karenanya hipotesis keempat yang menyatakan 
variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara positif terhadap Belanja 
Daerah dapat diterima. 
Berdasarkan Data penelitian di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah 
menghasilkan total Dana Alokasi Khusus tertinggi di Kabupaten Cilacap 
sebesar Rp 3.290.801.439.568 dengan nilai rata-rata sebesar Rp 
658.160.287.914 dan total Dana Alokasi Khusus terendah di Kota Salatiga 
sebesar Rp 459.469.378.606 dengan nilai rata-rata sebesar Rp 91.893.875.721.  
Dalam Teori penganggaran sektor publik ini menyatakan Salah satu 
anggaran belanja daerah yang bisa didapatkan melalui Dana Alokasi Khusus 




yang didapatkan dari Dana Alokasi Khusus. Dana ini didapatkan melalui 
APBN dan disalurkan ke pemerintah daerah untuk kebutuhan khusus belanja 
daerah seperti kebutuhan sarana dan prasarana. 
Belanja Daerah yang merupakan komponen belanja langsung yang dalam 
pelaksanaannya lebih ditekankan pada kebutuhan daerah akan sarana dan 
prasarana untuk kelancaran tugas pemerintah dan juga fasilitas umum selain 
dipengaruhi oleh PAD dan DAU juga dipengaruhi oleh DAK. DAK adalah 
dana transfer dari pemerintah yang juga merupakan bagian dari Dana 
Perimbangan. DAK merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditujukan 
untuk tujuan khusus seperti untuk sarana dan prasarana daerah miskin dan 
tertinggal, kawasan perbatasan, pengolahan limbag dan lain-lain. Presentase 
pengalokasian DAK bergantung pada apakah daerah tersebut layak untuk 
menerima DAK dan Indeks Fiskal Wilayah daerah tersebut. Sama dengan 
DAU, DAK juga merupakan dana yang dialokasikan untuk belanja modal 
sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Melda & Syofyan (2020) 
yang menunjukkan hasil serupa yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi 
Khusus berpengaruh postif terhadap belanja daerah, namun bertolak belakang 
dengan penelitian Rini (2014) menyimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh 
terhadap belanja daerah. 
5. Dana Bagi Hasil (X4) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah 
Dana bagi hasil merupakan dana yang sumbernya didapatkan melalui 




persentase dalam mendanai kebutuhan daerah untuk melaksanakan 
desentraliasasi sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 terkait 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana 
bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri 
dari dua jenis yaitu dana bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. 
Berdasarkan teori penganggaran sektor publik, dana bagi hasil ini merupakan 
dana yang sifatnya untuk memenuhi kegiatan belanja daerah dan provinsi 
(Riswandi,2014). Pola pembagian hasil penerimaan ini dilakukan dengan 
perhitungan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. 
Penerimaan dana bagi hasil pajak sumbernya dari pajak bumi dan bangunan 
(PBB) kemudian bea perolehan hak atas tanah, pajak penghasilan dari wajib 
pajak. Kemudian dana bagi hasil yang didapatkan dari sumber daya alam yaitu 
kehutanan, pertambangan, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas dan 
panas bumi. 
Pengujian Hipotesis kelima menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil 
berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa nilai t hitung sebesar 2,310 dengan tingkat signifikan 0,022 yang berarti 
lebih kecil dari 0,05. Oleh karenanya hipotesis kelima yang menyatakan 
variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah 
dapat diterima. 
Menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil ikut meningkatkan pendapatan 
daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat meningkatkan anggaran belanja 




memiliki belanja derah yang besar pula. Dana Bagi Hasil merupakan salah satu 
pendapatan daerah yang cukup potensial yang diperoleh dari transfer pusat 
yang bersumber dari  pajak  dan sumber daya alam, penerimaan tersebut 
menggunakan presentase tertentu berdasarkan atas daerah penghasil, 
digunakan daerah untuk membiayai pembangunan, fasilitasi infrastruktur dan 
belanja daerah di samping dana PAD, DAU, DAK sehingga wajar jika dana 
bagi hasil mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah.  
Berdasarkan Data penelitian di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah 
menghasilkan total Dana Bagi Hasil tertinggi di Kabupaten Kudus sebesar Rp 
1.145.300.010.531 dengan nilai rata-rata sebesar Rp 229.060.002.106 dan total 
Dana Bagi Hasil terendah di Kota Salatiga sebesar Rp 121.707.845.947 dengan 
nilai rata-rata sebesar Rp 24.341.569.189. 
Berdasarkan teori penganggaran sektor publik, dana bagi hasil ini 
merupakan dana yang sifatnya untuk memenuhi kegiatan belanja daerah dan 
provinsi. Kebutuhan belanja daerah ini memerlukan dana anggaran salah 
satunya didapatkan dari dana bagi hasil sehingga dana bagi hasil ini 
mempengaruhi secara positif terhadap belanja daerah. 
Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah 
penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan 
dimaksudkan untuk mengatasi ketidak seimbangan vertikal antar tingkat 




mendorong belanja daerah untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional, 
mendorong pencapaian pelayanan dan standar minimum dan merangsang 
mobilisasi pendapatan. Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah 
yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah 
dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Mulyati (2018) 
menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh positif signifikan 
terhadap belanja daerah,  namun bertolak belakang dengan penelitian 
Melda&Sofyan (2020) yang menunjukan bahwa dana bagi hasil berpengaruh 







KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan 
Pajak Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2016 – 2020, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan 
Dana Bagi Hasil Berpengaruh Positif Secara Simultan Terhadap Belanja 
Daerah. Hal ini dibuktikan dengan pengujian nilai F hitung = 264,344 > dari 
F tabel 2,42 dengan nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05. 
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif terhadap Belanja 
Daerah. Hal ini dibuktikan dengan pengujian nilai t hitung = 8,142 > dari t 
tabel = 1,65361 dengan nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05.  
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif terhadap Belanja daerah. 
Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung = 17,463 > dari t tabel = 1,65361 
sedangkan nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05. 
4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah. 
Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung = 2,424 > dari t tabel = 1,65361 
dengan nilai signifikansi 0,016 < α = 0,05. 
5. Dana Bagi Hasil berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah. Hal 
ini dibuktikan dengan nilai t hitung = 2,310 > dari t tabel = 1,65361 dengan 




B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 
diberikan antara lain:  
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan dari pemerintah 
pusat khususnya Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi 
Hasil masih berpengaruh positif terhadap belanja daerah hal ini 
membuktikan bahwa tingkat ketergantungan akan dana transfer yang 
bersumber dari APBN masih cukup tinggi sehingga sebaiknya pemerintah 
daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah lebih memacu untuk menggali lagi 
potensi asli daerahnya baik secara lebih intensif maupun secara ekstensif 
dengan lebih mengeksplor lagi peluang-peluang potensi pendapatan asli 
daerah yang belum dimanfaatkan ataupun masih belum optimal 
pemanfaatannya terutama dalam hal pajak yang banyak belum terserap. Hal 
tersebut diharapkan agar mampu lebih meningkatkan lagi kemandirian 
daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah. 
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat lebih 
memanfaatkan dana pendapatan asli daerah maupun dana transfer 
pemerintah pusat secara lebih efisien dan efektif untuk membangun 
infrastruktur publik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya 
yang dapat menggerakan perekonomian di daerah, misalnya dengan 
membuat akses jalan ke tempat sumber produksi di daerah, ataupun akses 
ke tempat potensi wisata yang pada akhirnya dapat meningkatkan porsi 




3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya jumlah sampel dan daerah penelitian 
lebih diperluas lagi, misalnya dengan memperpanjang periode penelitian 
selama beberapa tahun, ataupun dapat mengikutkan propinsi lainnya tidak 
terbatas hanya Provinsi di Jawa Tengah saja, sehingga akan lebih meningkat 
lagi tingkat generalisasinya dan juga bisa di perbanyak lagi untuk variabel 
penelitian semisal Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Dana 
Pemerintah Daerah Lainnya dan Lain – Lain Pendapatan yang sah dari 
Pemerintah Provinsi. 
C. Keterbatasan Penelitian  
Penelitian ini telah diusahakan dengan baik dengan prosedur yang telah 
ditentukan, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam penelitian antara lain: 
1. Pada penelitian ini hanya menggunakan variabel Pendapatn Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja 
Daerah. 
2. Populasi pada penelitian ini hanya mengambil di lingkup Provinsi Jawa 
Tengah. 
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Tabel: Dana PAD, DAU, DAK, DBH dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di 




Tahun PAD DAU DAK DBH Belanja Daerah 
1 Kab. Cilacap 2016 
               
428.598.349.897  
             
1.384.695.514.000  
               
483.813.446.054  
             
72.636.973.831  
          3.150.325.840.872  
2017 
               
648.091.381.095  
             
1.360.370.867.000  
               
440.533.135.033  
             
74.049.081.049  
          3.014.110.475.842  
2018 
               
527.577.740.281  
             
1.362.443.518.000  
               
443.618.853.481  
             
68.197.974.851  
          2.985.422.839.102  
2019 
               
574.276.795.304  
             
1.423.200.397.000  
            
1.423.200.397.000  
             
61.674.609.822  
          3.283.321.137.886  
2020 
               
617.977.383.281  
             
1.435.978.538.000  
               
499.635.608.000  
             
60.489.527.000  




               
541.418.386.912  
             
1.398.539.653.000  
               
412.853.809.576  
             
57.703.885.214  
          2.415.866.207.746  
2017 
               
619.701.627.380  
             
1.373.971.809.000  
               
449.360.479.699  
             
45.035.106.732  
          2.594.781.048.739  
2018 
               
648.326.914.034  
             
1.373.971.809.000  
               
477.533.051.326  
             
42.908.155.816  
          2.741.141.898.312  
2019 
               
686.805.512.326  
             
1.437.036.239.000  
               
474.659.908.721  
           
474.659.908.721  
          3.457.550.201.497  
2020 
               
729.892.819.015  
             
1.461.114.316.000  
               
543.730.018.000  
             
42.143.125.669  




               
251.816.668.602  
                
897.337.823.000  
               
243.675.826.820  
             
36.099.689.040  
          1.555.984.728.968  
2017 
               
355.859.003.583  
                
881.574.483.000  
               
329.597.927.647  
             
31.434.685.066  
          1.708.374.442.209  
2018 
               
282.679.019.517  
                
881.574.483.000  
               
333.565.496.887  
             
25.434.251.988  
          1.596.511.126.300  
2019 
               
305.996.806.188  
                
918.228.685.000  
               
332.709.913.695  
             
20.781.607.735  
          2.062.727.850.424  
2020 
               
284.009.239.000  
                
934.782.107.000  
               
314.644.145.000  
             
25.572.950.000  




               
221.048.387.512  
                
976.642.965.000  
               
252.046.683.715  
             
35.379.420.897  
          2.017.382.964.152  
2017 
               
297.485.382.003  
                
959.486.489.000  
                 
42.393.262.343  
             
37.702.694.444  
          2.178.823.342.905  
2018 
               
235.994.436.137  
                
959.486.489.000  
               
364.545.234.875  
             
30.048.650.863  
          2.119.096.683.202  
2019 
               
257.700.650.110  
                
999.003.344.000  
               
323.297.059.889  
             
22.981.870.648  
          2.123.033.797.431  
2020 
               
263.413.964.504  
             
1.015.129.697.000  
               
351.732.368.454  
             
29.408.261.000  




               
291.016.321.703  
             
1.256.068.249.000  
               
480.415.539.065  
             
43.287.944.721  
          2.283.531.796.631  
2017 
               
443.608.862.461  
             
1.234.003.169.000  
               
438.407.835.223  
             
40.008.376.950  
          2.113.132.464.285  
2018 
               
352.047.092.281  
             
1.234.003.169.000  
               
390.504.708.527  
             
29.627.426.379  
          2.145.847.613.126  
2019 
               
409.163.433.330  
             
1.279.681.428.000  
               
386.546.619.443  
             
22.159.108.400  
          2.809.549.444.627  
2020 
               
417.693.691.000  
             
1.322.910.412.000  
               
394.979.830.000  
             
30.513.954.000  




               
255.599.240.424  
                
940.778.244.000  
               
339.417.614.546  
             
35.510.298.310  
          1.594.894.227.866  
2017 
               
298.606.494.653  
                
924.251.795.000  
               
250.875.295.253  
             
32.133.216.461  
          1.773.135.401.455  
2018 
               
286.971.590.024  
                
924.251.795.000  
               
297.357.422.378  
             
25.827.467.718  





               
280.396.155.600  
                
963.312.191.000  
               
309.541.855.415  
             
19.577.301.012  
          2.186.289.226.260  
2020 
               
326.571.674.901  
             
1.011.560.710.000  
               
334.917.366.000  
             
26.245.641.000  




               
199.894.767.510  
                
841.407.175.000  
               
198.974.002.000  
             
38.789.323.015  
          1.375.461.687.110  
2017 
               
228.017.473.938  
                
826.626.357.000  
               
267.466.630.022  
             
39.124.031.624  
          1.427.840.983.198  
2018 
               
226.819.478.601  
                
827.791.657.000  
               
277.386.975.847  
             
34.626.572.812  
          1.576.536.848.054  
2019 
               
238.371.743.591  
                
877.474.203.000  
               
329.638.506.876  
             
29.449.519.543  
          2.024.794.957.930  
2020 
               
224.697.826.714  
                
889.213.906.000  
               
332.341.859.000  
             
33.596.113.000  




               
288.485.678.128  
             
1.078.981.977.000  
                 
83.510.170.410  
             
50.834.584.009  
          1.708.801.717.141  
2017 
               
403.561.238.310  
             
1.060.027.733.000  
                 
56.452.309.000  
             
45.499.673.539  
          1.957.966.285.066  
2018 
               
325.089.093.092  
             
1.060.540.612.000  
               
301.160.637.595  
             
36.431.591.975  
          1.957.114.127.802  
2019 
               
417.178.099.961  
             
1.097.366.974.000  
               
327.189.198.665  
             
28.247.886.437  
          2.568.593.603.007  
2020 
               
406.095.299.000  
             
1.109.430.605.000  
               
374.065.573.000  
             
36.028.834.000  
          2.713.496.677.600  
9 Kab. Boyolali 2016 
               
292.310.032.226  
             
1.032.744.101.000  
                 
29.575.054.900  
             
46.125.444.420  
          1.730.044.307.198  
2017 
               
388.014.897.386  
             
1.014.602.019.000  
               
294.632.409.920  
             
45.204.051.948  
          1.787.133.997.452  
2018 
               
342.957.213.726  
             
1.014.602.019.000  
               
381.026.305.696  
             
42.900.294.604  
          1.859.493.312.917  
2019 
               
395.431.863.402  
             
1.045.669.922.000  
               
353.373.735.505  
             
37.591.656.720  
          2.381.601.864.739  
2020 
               
369.369.271.000  
             
1.064.047.626.000  
               
390.893.754.000  
             
41.057.303.000  
          2.466.443.423.000  
10 Kab. Klaten 2016 
               
224.197.408.481  
             
1.204.344.586.098  
               
318.994.589.110  
             
50.275.933.273  
          1.784.595.702.994  
2017 
               
371.718.439.306  
             
1.271.590.067.902  
               
302.273.202.240  
             
50.852.354.977  
          1.846.458.264.255  
2018 
               
395.884.244.135  
             
1.237.967.327.000  
               
373.028.991.537  
             
41.131.449.124  
          1.906.017.589.489  
2019 
               
311.648.401.655  
             
1.282.250.122.000  
               
351.593.528.678  
             
32.229.986.700  
          2.682.356.733.814  
2020 
               
304.546.856.100  
             
1.297.168.894.000  
               
371.188.377.000  
             
39.379.096.000  




               
363.163.428.162  
                
922.624.169.000  
               
287.044.558.458  
             
37.286.042.435  
          1.650.404.440.343  
2017 
               
464.567.409.857  
                
906.416.629.000  
               
278.332.947.422  
             
33.128.117.129  
          1.581.523.010.006  
2018 
               
433.485.481.219  
                
906.416.629.000  
               
286.887.271.862  
             
26.507.198.592  
          1.740.840.296.519  
2019 
               
458.742.223.869  
                
946.104.486.000  
               
278.544.599.562  
             
23.914.373.206  
          2.114.149.361.513  
2020                332.207.075.000  
                
953.962.609.000  
               
301.252.234.000  
             
32.285.325.000  




               
218.604.854.595  
             
1.145.434.277.000  
               
289.121.067.975  
             
35.612.991.283  
          2.132.909.652.036  
2017 
               
333.840.434.904  
             
1.125.312.680.000  
               
360.636.385.112  
             
34.156.557.776  
          1.972.104.990.826  
2018 
               
269.032.427.619  
             
1.124.733.467.000  
               
379.596.211.850  
             
27.810.006.625  
          1.914.884.382.844  
2019 
               
287.221.631.013  
             
1.181.037.066.000  
               
391.309.607.979  
             
22.110.455.933  
          2.455.975.319.573  
2020 
               
252.340.641.675  
             
1.192.822.108.000  
               
393.267.688.000  
             
28.278.654.000  




               
301.307.000.956  
                
996.164.049.000  
               
352.752.915.080  
             
41.236.369.287  
          1.818.357.207.631  
2017 
               
415.142.563.370  
                
978.664.650.000  
               
253.371.946.521  
             
39.433.492.326  





               
343.156.469.167  
                
978.664.650.000  
               
308.185.919.715  
             
38.881.727.988  
          1.743.713.707.303  
2019 
               
387.763.013.239  
             
1.018.544.740.000  
               
310.662.896.479  
             
29.554.921.489  
          2.262.015.969.098  
2020 
               
357.146.402.000  
             
1.027.021.995.000  
               
336.120.790.000  
             
35.417.454.000  
          2.287.236.745.000  
14 Kab. Sragen 2016 
               
297.176.332.577  
             
1.067.774.278.000  
               
333.935.980.704  
             
40.870.465.969  
          2.106.816.093.530  
2017 
               
404.569.404.722  
             
1.049.016.918.000  
               
317.898.036.540  
             
34.396.772.271  
          1.797.357.910.150  
2018 
               
334.303.284.344  
             
1.049.016.918.000  
               
320.063.100.709  
             
27.428.743.938  
          1.874.045.302.081  
2019 
               
368.325.799.601  
             
1.083.308.681.000  
               
326.942.160.349  
             
21.040.338.635  
          2.092.140.283.903  
2020 
               
338.220.313.584  
             
1.105.770.343.000  
               
364.392.237.000  
             
27.906.860.000  




               
299.211.316.168  
             
1.110.337.027.000  
               
322.988.008.150  
             
56.510.215.649  
          1.967.739.525.055  
2017 
               
440.456.238.668  
             
1.091.590.533.000  
               
383.277.149.862  
             
47.730.176.649  
          2.127.940.209.859  
2018 
               
315.743.175.974  
             
1.094.450.434.000  
               
385.401.361.674  
             
40.960.700.086  
          1.968.732.976.648  
2019 
               
344.559.032.450  
             
1.144.560.870.000  
               
384.806.560.521  
             
34.446.482.514  
          2.551.226.710.394  
2020 
               
332.001.227.808  
             
1.155.694.173.000  
               
404.948.897.000  
             
42.574.259.000  
          2.615.085.522.983  
16 Kab. Blora 2016 
               
171.277.522.706  
                
943.325.498.000  
               
277.435.119.000  
           
110.850.744.558  
          1.945.723.193.287  
2017 
               
280.042.019.102  
                
926.754.302.000  
               
308.447.948.315  
           
113.239.990.628  
          1.975.921.281.358  
2018 
               
203.182.795.054  
                
926.682.649.031  
               
333.004.046.384  
           
115.863.713.993  
          2.110.687.561.459  
2019 
               
246.863.066.484  
                
966.559.787.000  
               
355.308.379.286  
           
119.848.293.976  
          2.201.539.935.903  
2020 
               
266.745.355.000  
                
978.153.982.000  
               
338.656.869.000  
           
105.245.715.000  




               
234.168.365.750  
                
785.380.985.000  
               
107.558.652.000  
             
43.004.058.312  
          1.438.006.027.928  
2017 
               
300.319.284.807  
                
771.584.367.000  
               
110.696.901.708  
             
45.363.862.807  
          1.457.482.172.598  
2018 
               
296.676.436.263  
                
771.584.367.000  
                 
89.575.324.617  
             
41.011.687.494  
          1.464.320.909.614  
2019 
               
308.445.489.137  
                
799.760.392.000  
               
213.425.405.501  
             
38.779.148.291  
          1.863.502.828.110  
2020                307.258.621.706  
                
810.570.557.000  
               
264.133.374.000  
             
43.942.090.000  
          1.964.433.829.762  
18 Kab. Pati 
2016 
               
314.921.084.791  
             
1.207.508.997.000  
                 
42.066.300.000  
             
44.349.751.185  
          2.071.848.000.283  
2017 
               
449.831.345.800  
             
1.186.296.947.000  
                 
44.047.154.742  
             
39.792.642.741  
          2.071.726.133.897  
2018 
               
384.041.845.939  
             
1.189.796.870.000  
               
414.061.984.957  
             
33.452.113.433  
          2.118.304.525.311  
2019 
               
363.997.151.178  
             
1.240.426.635.000  
               
372.139.524.267  
             
24.894.731.590  
          2.870.260.403.230  
2020 
               
351.859.894.000  
             
1.254.698.193.000  
               
396.378.522.000  
             
33.257.963.000  
          2.900.220.672.000  
19 Kab. Kudus 2016 
               
279.239.106.717  
                
822.153.771.000  
               
228.303.262.665  
           
240.510.038.401  
          1.927.792.219.453  
2017 
               
366.031.203.778  
                
807.711.173.000  
               
257.168.272.384  
           
246.044.588.085  
          1.773.405.620.296  
2018 
               
337.364.609.424  
                
807.056.990.772  
               
239.054.267.051  
           
235.660.116.745  
          1.719.107.548.945  
2019 
               
343.824.122.868  
                
851.036.584.000  
               
237.498.255.324  
           
209.525.165.300  
          2.061.664.156.540  
2020                378.701.780.000  
                
849.410.428.000  
               
247.498.255.324  
           
213.560.102.000  
          1.911.471.464.000  
20 Kab. Jepara 2016 
               
322.509.753.285  
             
1.000.373.359.000  
               
339.310.214.684  
             
37.816.608.184  





               
325.530.346.533  
                
982.800.016.000  
               
291.552.492.911  
             
35.996.027.453  
          1.899.703.524.898  
2018 
               
369.330.454.700  
                
984.914.973.687  
               
314.882.423.372  
             
39.836.895.561  
          1.953.640.728.788  
2019 
               
384.979.296.768  
             
1.039.864.085.000  
               
319.593.178.734  
             
33.697.484.832  
          2.337.605.986.009  
2020 
               
403.477.691.000  
             
1.052.629.221.000  
               
369.934.206.000  
             
35.120.308.000  
          2.541.691.090.000  
21 Kab. Demak 2016 
               
287.457.500.571  
                
908.643.744.000  
               
306.941.212.573  
             
51.315.790.629  
          1.763.395.978.996  
2017 
               
309.612.407.201  
                
892.681.795.000  
               
293.012.350.756  
             
44.853.998.071  
          1.655.418.381.539  
2018 
               
308.845.276.400  
                
894.376.873.000  
               
275.348.403.392  
             
41.454.624.000  
          1.855.849.008.777  
2019 
               
407.400.540.995  
                
946.467.336.000  
               
295.358.455.153  
             
32.191.544.238  
          2.309.815.550.608  
2020 
               
404.373.956.000  
                
960.411.394.000  
               
311.983.783.000  
             
37.080.664.000  




               
318.536.051.176  
                
968.848.031.000  
               
310.780.221.524  
             
46.151.509.596  
          1.724.190.200.905  
2017 
               
417.417.848.830  
                
951.828.487.000  
               
286.621.869.509  
             
45.488.012.291  
          1.741.443.297.080  
2018 
               
383.475.678.134  
                
952.362.147.000  
               
314.696.838.280  
             
40.449.487.507  
          1.880.355.549.568  
2019 
               
429.011.081.257  
             
1.001.565.375.000  
               
317.284.972.605  
             
32.240.120.367  
          2.312.242.117.310  
2020 
               
479.870.281.000  
             
1.010.270.390.000  
               
345.470.193.000  
             
38.783.479.000  




               
281.328.148.970  
                
807.995.010.000  
               
199.009.572.278  
             
55.551.255.814  
          1.468.230.608.125  
2017 
               
308.466.748.340  
                
793.801.136.000  
               
227.597.740.094  
             
56.049.200.647  
          1.428.210.413.585  
2018 
               
252.019.934.778  
                
793.485.677.000  
               
225.548.811.404  
             
50.075.868.022  
          1.327.852.634.858  
2019 
               
278.313.775.793  
                
828.948.502.000  
               
259.084.004.130  
             
45.213.757.136  
          1.841.033.635.270  
2020 
               
266.913.817.847  
                
854.160.529.000  
               
279.373.355.000  
             
52.009.961.000  
          1.981.489.274.847  
24 Kab. Kendal 2016 
               
265.074.406.548  
                
972.952.576.000  
               
228.131.891.000  
             
62.908.768.657  
          1.681.658.043.185  
2017 
               
404.978.613.972  
                
955.860.928.000  
               
249.296.332.799  
             
52.926.605.486  
          1.746.984.182.399  
2018 
               
335.892.237.024  
                
956.331.079.388  
               
295.942.730.376  
             
47.528.989.206  
          1.806.153.332.142  
2019 
               
350.500.849.956  
                
998.236.127.000  
               
309.059.353.671  
             
41.076.867.313  
          2.331.683.034.136  
2020 
               
425.302.413.634  
             
1.006.102.383.000  
               
330.733.395.023  
             
44.255.800.000  
          2.448.834.513.867  
25 Kab. Batang 2016 
               
209.957.559.449  
                
790.848.003.000  
               
203.972.546.139  
             
36.645.424.250  
          1.290.820.936.289  
2017 
               
219.807.128.306  
                
779.010.049.000  
               
180.074.001.260  
             
34.380.887.067  
          1.247.084.578.564  
2018 
               
237.547.973.048  
                
781.383.387.000  
               
231.124.509.384  
             
36.199.222.279  
          1.396.497.214.776  
2019 
               
245.836.087.092  
                
817.365.659.000  
               
241.894.552.158  
             
31.712.052.345  
          1.755.066.560.019  
2020 
               
246.398.162.977  
                
835.669.833.000  
               
266.214.951.000  
             
40.829.780.000  




               
310.572.581.551  
                
926.571.243.000  
               
222.507.471.000  
             
33.291.841.011  
          1.485.042.052.057  
2017 
               
305.394.299.060  
                
910.294.366.000  
               
342.930.933.787  
             
29.653.264.014  
          1.663.838.115.821  
2018 
               
311.288.143.682  
                
915.154.037.000  
               
346.840.785.740  
             
26.222.395.748  
          1.819.039.472.364  
2019 
               
341.344.415.575  
                
974.248.885.000  
               
326.171.878.810  
             
21.533.683.417  
          2.183.534.790.005  
2020 
               
466.818.349.724  
                
979.933.360.000  
               
340.114.098.000  
             
26.704.775.000  







               
275.458.054.016  
             
1.058.982.530.000  
               
270.426.675.208  
             
39.469.913.885  
          1.843.048.079.592  
2017 
               
425.893.266.850  
             
1.176.872.960.000  
               
343.530.726.398  
             
33.915.644.126  
          1.896.830.515.438  
2018 
               
300.481.887.079  
             
1.180.834.332.000  
               
331.768.131.456  
             
30.766.210.113  
          1.900.327.954.512  
2019 
               
350.559.139.753  
             
1.223.060.205.000  
               
350.820.964.140  
             
24.594.205.886  
          2.584.470.869.519  
2020 
               
309.060.518.000  
             
1.241.959.529.000  
               
361.546.020.000  
             
23.112.248.000  
          2.828.842.885.000  
28 Kab. Tegal 2016 
               
316.051.189.733  
             
1.162.102.111.000  
               
290.589.280.983  
             
40.792.559.417  
          2.070.201.492.705  
2017 
               
375.531.165.351  
             
1.141.687.714.000  
               
325.623.713.089  
             
38.360.380.613  
          2.056.964.445.808  
2018 
               
372.282.676.055  
             
1.144.494.182.000  
               
339.287.872.985  
             
29.401.275.289  
          2.127.372.729.068  
2019 
               
436.003.392.413  
             
1.198.561.641.000  
               
365.945.635.277  
             
22.161.572.062  
          2.717.431.598.854  
2020 
               
450.742.220.000  
             
1.219.309.940.000  
               
403.544.936.000  
             
30.166.591.000  
          2.891.805.253.000  
29 Kab. Brebes 2016 
               
339.156.063.168  
             
1.339.381.605.000  
               
361.801.358.000  
             
45.826.698.841  
          2.946.269.402.281  
2017 
               
523.660.773.731  
             
1.317.061.804.000  
               
400.887.743.562  
             
36.642.276.057  
          2.319.952.315.323  
2018 
               
346.907.972.510  
             
1.321.798.057.000  
               
398.599.759.143  
             
32.660.114.961  
          2.281.596.326.765  
2019 
               
379.091.298.714  
             
1.373.396.371.000  
               
473.606.164.458  
             
29.095.102.329  
          3.132.251.740.580  
2020 
               
398.649.681.000  
             
1.381.401.958.000  
               
470.962.097.000  
             
32.172.349.000  




               
220.315.848.702  
                
447.909.757.000  
                 
89.394.073.463  
             
30.333.059.082  
             871.217.302.103  
2017 
               
233.557.714.356  
                
440.041.244.000  
                 
86.387.994.323  
             
26.685.769.289  
             878.847.479.147  
2018 
               
249.877.424.347  
                
440.041.244.000  
               
105.991.302.809  
             
24.423.094.444  
             936.685.044.170  
2019 
               
273.582.932.151  
                
455.177.029.000  
                 
99.763.232.093  
             
19.159.017.863  
             995.162.119.612  
2020 
               
406.095.299.000  
             
1.109.430.605.000  
               
374.065.573.000  
             
36.028.834.000  




               
425.502.779.064  
                
841.536.122.000  
               
196.726.445.000  
             
65.599.599.264  
          1.679.725.208.265  
2017 
               
527.544.224.970  
                
826.753.038.000  
               
170.806.131.950  
             
50.601.936.437  
          1.767.486.061.945  
2018 
               
525.125.554.686  
                
826.587.795.000  
                 
67.289.220.399  
             
47.513.325.057  
          1.913.787.493.276  
2019 
               
546.020.008.117  
                
879.123.635.000  
               
198.845.553.482  
             
32.359.858.700  
          2.012.408.112.863  
2020 
               
610.373.869.673  
                
880.832.566.000  
               
221.898.509.000  
             
45.845.888.000  
          2.109.290.676.959  
32 Kota Salatiga 2016 
               
203.768.652.017  
                
456.079.561.000  
                 
83.698.193.202  
             
30.072.083.681  
             919.667.517.133  
2017 
               
220.243.361.132  
                
448.067.710.000  
               
119.572.187.644  
             
25.458.653.285  
             849.474.262.275  
2018 
               
208.926.057.032  
                
448.067.710.000  
                 
88.527.219.754  
             
24.417.997.942  
             923.538.238.485  
2019 
               
236.086.898.372  
                
469.967.335.000  
                 
80.522.090.006  
             
18.865.461.039  
             942.687.426.593  
2020 
               
228.004.915.000  
                
475.828.296.000  
                 
87.149.688.000  
             
22.893.650.000  




            
1.491.645.900.065  
             
1.211.708.204.000  
               
246.886.746.970  
           
185.682.778.746  
          3.931.802.540.351  
2017 
            
1.791.886.378.674  
             
1.190.422.387.000  
               
272.523.251.395  
           
178.032.651.519  
          4.327.861.480.841  
2018 
            
1.821.274.103.250  
             
1.190.422.387.000  
                 
79.584.094.202  
           
168.784.359.874  
          4.505.423.372.044  
2019 
            
2.066.333.418.588  
             
1.317.186.595.000  
               
307.161.094.537  
           
114.095.354.083  

























            
2.516.646.593.000  
             
1.299.131.994.000  
               
374.826.015.000  
           
141.348.249.000  




               
178.604.460.870  
                
457.085.256.000  
               
109.412.669.154  
             
32.123.238.676  
             869.324.083.854  
2017 
               
192.002.871.181  
                
449.055.738.000  
               
108.994.059.659  
             
28.109.071.655  
             924.172.718.082  
2018 
               
179.224.408.068  
                
449.055.738.000  
               
110.631.025.427  
             
26.693.031.431  
             883.184.894.707  
2019 
               
212.777.435.294  
                
475.842.089.000  
               
115.463.501.048  
             
19.027.230.900  
             954.397.012.827  
2020 
            
2.986.819.759.695  
                
433.354.907.000  
               
104.991.517.335  
             
28.963.764.074  
             944.840.460.676  
35 Kota Tegal 2016 
               
287.343.889.954  
                
490.772.001.000  
               
165.828.134.725  
             
31.599.100.470  
          1.074.082.617.386  
2017 
               
306.830.656.134  
                
482.150.715.000  
               
133.603.234.143  
             
29.186.187.399  
          1.016.537.313.307  
2018 
               
275.021.448.594  
                
482.150.715.000  
                 
94.845.070.521  
             
25.571.473.848  
             916.079.821.600  
2019 
               
285.575.788.984  
                
502.969.026.000  
               
119.802.446.516  
             
18.911.295.500  
          1.046.575.212.898  
2020 
               
333.012.742.000  
                
512.935.790.000  
               
153.175.243.000  
             
25.246.220.000  
          1.278.393.100.000  
Total   
          
70.626.851.134.884  
         
172.008.118.247.878  
          
51.158.775.198.117  
        
8.816.300.414.354  





Hasil Analisis SPSS 
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas  
 





Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation ,08570045 
Most Extreme Differences Absolute ,063 
Positive ,061 
Negative -,063 
Test Statistic ,063 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,091c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 






b. Uji Heteroskedastisitas 
 
 





1 (Constant)   
Pendapatan Asli Daerah 0,768 1,302 
Dana Alokasi Umum 0,497 2,012 
Dana Alokasi Khusus 0,575 1,738 
Dana Bagi Hasil 0,849 1,177 








d. Uji Autokorelasi 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 ,928a ,861 ,858 ,13134 1,831 
a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Alokasi Umum 





2. Uji Hipotesis  
a. Uji F (Simultan) 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 
18,240 4 4,560 264,344 ,000b 
Residual 
2,933 170 ,017   
Total 
21,173 174    
a. Dependent Variable: Belanja Daerah 

















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -2,896 ,987  -2,935 ,004 
Pendapatan 
Asli Daerah 
,211 ,026 ,265 8,142 ,000 
Dana Alokasi 
Umum 
,834 ,048 ,707 17,463 ,000 
Dana Alokasi 
Khusus 
,056 ,023 ,091 2,424 ,016 
Dana Bagi 
Hasil 
.046 .020 ,072 2,310 ,022 
a. Dependent Variable: Belanja Daerah 
 
c. Uji Koefisien Determinasi R2 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 
,928a ,861 ,858 ,13134 1,331 
a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum 



















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -2,896 ,987  -2,935 ,004 
Pendapatan 
Asli Daerah 
,211 ,026 ,265 8,142 ,000 
Dana Alokasi 
Umum 
,834 ,048 ,707 17,463 ,000 
Dana Alokasi 
Khusus 
,056 ,023 ,091 2,424 ,016 
Dana Bagi 
Hasil 
.046 .020 ,072 2,310 ,022 






















1. Hasil Rata-Rata Pendapatan Asli Daerah Setiap Kabupaten/Kota Di 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 
No Kabupaten / Kota 




1 Kab. Cilacap 2.796.521.649.858 559.304.329.972 
2 Kab. Banyumas 3.226.145.259.667 645.229.051.933 
3 Kab. Purbalingga 1.480.360.736.890 296.072.147.378 
4 Kab. Banjarnegara 1.275.642.820.266 255.128.564.053 
5 Kab. Kebumen 1.913.529.400.775 382.705.880.155 
6 Kab. Purworejo 1.448.145.155.602 289.629.031.120 
7 Kab. Wonosobo 1.117.801.290.354 223.560.258.071 
8 Kab. Magelang 1.840.409.408.491 368.081.881.698 
9 Kab. Boyolali 1.788.083.277.740 357.616.655.548 
10 Kab. Klaten 1.607.995.349.677 321.599.069.935 
11 Kab. Sukoharjo 2.052.165.618.107 410.433.123.621 
12 Kab. Wonogiri 1.361.039.989.806 272.207.997.961 
13 Kab. Karanganyar 1.804.515.448.732 360.903.089.746 
14 Kab. Sragen 1.742.595.134.828 348.519.026.966 
15 Kab. Grobogan 1.731.970.991.068 346.394.198.214 
16 Kab. Blora 1.168.110.758.346 233.622.151.669 
17 Kab. Rembang 1.446.868.197.663 289.373.639.533 
18 Kab. Pati 1.864.651.321.708 372.930.264.342 
19 Kab. Kudus 1.705.160.822.787 341.032.164.557 
20 Kab. Jepara 1.805.827.542.286 361.165.508.457 
21 Kab. Demak 1.717.689.681.167 343.537.936.233 
22 Kab. Semarang 2.028.310.940.397 405.662.188.079 
23 Kab. Temanggung 1.387.042.425.728 277.408.485.146 
24 Kab. Kendal 1.781.748.521.134 356.349.704.227 
25 Kab. Batang 1.159.546.910.872 231.909.382.174 





2. Hasil Rata-Rata Anggaran Dana Alokasi Umum Setiap Kabupaten/Kota 
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 
No Kabupaten/Kota 
Total Dana Alokasi 
Umum 
Rata-Rata Dana Alokasi 
Umum 
1 Kab. Cilacap 6.966.688.834.000           1.393.337.766.800  
2 Kab. Banyumas 7.044.633.826.000           1.408.926.765.200  
3 Kab. Purbalingga 4.513.497.581.000               902.699.516.200  
4 Kab. Banjarnegara 4.909.748.984.000               981.949.796.800  
5 Kab. Kebumen 6.326.666.427.000           1.265.333.285.400  
6 Kab. Purworejo 4.764.154.735.000               952.830.947.000  
7 Kab. Wonosobo 4.262.513.298.000               852.502.659.600  
8 Kab. Magelang 5.406.347.901.000           1.081.269.580.200  
9 Kab. Boyolali 5.171.665.687.000           1.034.333.137.400  
10 Kab. Klaten 6.293.320.997.000           1.258.664.199.400  
11 Kab. Sukoharjo 4.635.524.522.000               927.104.904.400  
12 Kab. Wonogiri 5.769.339.598.000           1.153.867.919.600  
13 Kab. Karanganyar 4.999.060.084.000               999.812.016.800  
14 Kab. Sragen 5.354.887.138.000           1.070.977.427.600  
15 Kab. Grobogan 5.596.633.037.000           1.119.326.607.400  
27 Kab. Pemalang 1.661.452.865.698 332.290.573.140 
28 Kab. Tegal 1.950.610.643.552 390.122.128.710 
29 Kab. Brebes 1.987.465.789.123 397.493.157.825 
30 Kota Magelang 1.383.429.218.556 276.685.843.711 
31 Kota Surakarta 2.634.566.436.510 526.913.287.302 
32 Kota Salatiga 1.097.029.883.553 219.405.976.711 
33 Kota Semarang 9.687.786.393.577 1.937.557.278.715 
34 Kota Pekalongan 3.749.428.935.108 749.885.787.022 




16 Kab. Blora 4.741.476.218.031               948.295.243.606  
17 Kab. Rembang 3.938.880.668.000               787.776.133.600  
18 Kab. Pati 6.078.727.642.000           1.215.745.528.400  
19 Kab. Kudus 4.137.368.946.772               827.473.789.354  
20 Kab. Jepara 5.060.581.654.687           1.012.116.330.937  
21 Kab. Demak 4.602.581.142.000               920.516.228.400  
22 Kab. Semarang 4.884.874.430.000               976.974.886.000  
23 Kab. Temanggung 4.078.390.854.000               815.678.170.800  
24 Kab. Kendal 4.889.483.093.388               977.896.618.678  
25 Kab. Batang 4.004.276.931.000               800.855.386.200  
26 Kab. Pekalongan 4.706.201.891.000               941.240.378.200  
27 Kab. Pemalang 5.881.709.556.000           1.176.341.911.200  
28 Kab. Tegal 5.866.155.588.000           1.173.231.117.600  
29 Kab. Brebes 6.733.039.795.000           1.346.607.959.000  
30 Kota Magelang 2.892.599.879.000               578.519.975.800  
31 Kota Surakarta 4.254.833.156.000               850.966.631.200  
32 Kota Salatiga 2.298.010.612.000               459.602.122.400  
33 Kota Semarang 6.208.871.567.000           1.241.774.313.400  
34 Kota Pekalongan 2.264.393.728.000               452.878.745.600  
35 Kota Tegal 2.470.978.247.000 494.195.649.400 
 
3. Hasil Rata-Rata Anggaran Dana Alokasi Khusus Setiap 
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 
No Kabupaten/Kota 
Total Dana Alokasi 
Khusus 
Rata-Rata Dana Alokasi 
Khusus 
1 Kab. Cilacap 3.290.801.439.568 658.160.287.914 
2 Kab. Banyumas 2.358.137.267.322 471.627.453.464 
3 Kab. Purbalingga 1.554.193.310.049 310.838.662.010 




5 Kab. Kebumen 2.090.854.532.258 418.170.906.452 
6 Kab. Purworejo 1.532.109.553.592 306.421.910.718 
7 Kab. Wonosobo 1.405.807.973.745 281.161.594.749 
8 Kab. Magelang 1.142.377.888.670 228.475.577.734 
9 Kab. Boyolali 1.449.501.260.021 289.900.252.004 
10 Kab. Klaten 1.717.078.688.565 343.415.737.713 
11 Kab. Sukoharjo 1.432.061.611.304 286.412.322.261 
12 Kab. Wonogiri 1.813.930.960.916 362.786.192.183 
13 Kab. Karanganyar 1.561.094.467.795 312.218.893.559 
14 Kab. Sragen 1.663.231.515.302 332.646.303.060 
15 Kab. Grobogan 1.881.421.977.207 376.284.395.441 
16 Kab. Blora 1.612.852.361.985 322.570.472.397 
17 Kab. Rembang 785.389.657.826 157.077.931.565 
18 Kab. Pati 1.268.693.485.966 253.738.697.193 
19 Kab. Kudus 1.209.522.312.748 241.904.462.550 
20 Kab. Jepara 1.635.272.515.701 327.054.503.140 
21 Kab. Demak 1.482.644.204.874 296.528.840.975 
22 Kab. Semarang 1.574.854.094.918 314.970.818.984 
23 Kab. Temanggung 1.190.613.482.906 238.122.696.581 
24 Kab. Kendal 1.413.163.702.869 282.632.740.574 
25 Kab. Batang 1.123.280.559.941 224.656.111.988 
26 Kab. Pekalongan 1.578.565.167.337 315.713.033.467 
27 Kab. Pemalang 1.658.092.517.202 331.618.503.440 
28 Kab. Tegal 1.724.991.438.334 344.998.287.667 
29 Kab. Brebes 2.105.857.122.163 421.171.424.433 
30 Kota Magelang 755.602.175.688 151.120.435.138 
31 Kota Surakarta 855.565.859.831 171.113.171.966 
32 Kota Salatiga 459.469.378.606 91.893.875.721 
33 Kota Semarang 1.280.981.202.104 256.196.240.421 










4. Hasil Rata-Rata Anggaran Dana Bagi Hasil Setiap Kabupaten/Kota Di 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 
No Kabupaten/Kota Total Dana Bagi Hasil 
Rata-Rata Dana Bagi 
Hasil 
1 Kab. Cilacap 337.048.166.553 67.409.633.311 
2 Kab. Banyumas 662.450.182.152 132.490.036.430 
3 Kab. Purbalingga 139.323.183.829 27.864.636.766 
4 Kab. Banjarnegara 155.520.897.852 31.104.179.570 
5 Kab. Kebumen 165.596.810.450 33.119.362.090 
6 Kab. Purworejo 139.293.924.501 27.858.784.900 
7 Kab. Wonosobo 175.585.559.994 35.117.111.999 
8 Kab. Magelang 197.042.569.960 39.408.513.992 
9 Kab. Boyolali 212.878.750.692 42.575.750.138 
10 Kab. Klaten 213.868.820.074 42.773.764.015 
11 Kab. Sukoharjo 153.121.056.362 30.624.211.272 
12 Kab. Wonogiri 147.968.665.617 29.593.733.123 
13 Kab. Karanganyar 184.523.965.090 36.904.793.018 
14 Kab. Sragen 151.643.180.813 30.328.636.163 
15 Kab. Grobogan 222.221.833.898 44.444.366.780 
16 Kab. Blora 565.048.458.155 113.009.691.631 
17 Kab. Rembang 212.100.846.904 42.420.169.381 
18 Kab. Pati 175.747.201.949 35.149.440.390 
19 Kab. Kudus 1.145.300.010.531 229.060.002.106 
20 Kab. Jepara 182.467.324.030 36.493.464.806 
21 Kab. Demak 206.896.620.938 41.379.324.188 




23 Kab. Temanggung 258.900.042.619 51.780.008.524 
24 Kab. Kendal 248.697.030.662 49.739.406.132 
25 Kab. Batang 179.767.365.941 35.953.473.188 
26 Kab. Pekalongan 137.405.959.190 27.481.191.838 
27 Kab. Pemalang 151.858.222.010 30.371.644.402 
28 Kab. Tegal 160.882.378.381 32.176.475.676 
29 Kab. Brebes 176.396.541.188 35.279.308.238 
30 Kota Magelang 136.629.774.678 27.325.954.936 
31 Kota Surakarta 241.920.607.458 48.384.121.492 
32 Kota Salatiga 121.707.845.947 24.341.569.189 
33 Kota Semarang 787.943.393.222 157.588.678.644 
34 Kota Pekalongan 134.916.336.736 26.983.267.347 
35 Kota Tegal 130.514.277.217 26.102.855.443 
5. Hasil Rata-Rata Anggaran Belanja Daerah Setiap Kabupaten/Kota Di 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 
No Kabupaten/Kota Total Belanja Daerah 
Rata-Rata Belanja 
Daerah 
1 Kab. Cilacap 15.985.384.968.704 3.197.076.993.741 
2 Kab. Banyumas 14.953.258.120.038 2.990.651.624.008 
3 Kab. Purbalingga 9.019.411.466.901 1.803.882.293.380 
4 Kab. Banjarnegara 10.686.315.191.690 2.137.263.038.338 
5 Kab. Kebumen 12.385.818.086.669 2.477.163.617.334 
6 Kab. Purworejo 9.718.138.331.212 1.943.627.666.242 
7 Kab. Wonosobo 8.459.980.111.662 1.691.996.022.332 
8 Kab. Magelang 10.905.972.410.616 2.181.194.482.123 
9 Kab. Boyolali 10.224.716.905.306 2.044.943.381.061 
10 Kab. Klaten 11.125.755.588.652 2.225.151.117.730 




12 Kab. Wonogiri 10.950.784.607.153 2.190.156.921.431 
13 Kab. Karanganyar 9.843.630.401.981 1.968.726.080.396 
14 Kab. Sragen 10.183.246.483.009 2.036.649.296.602 
15 Kab. Grobogan 11.230.724.944.939 2.246.144.988.988 
16 Kab. Blora 10.450.195.741.907 2.090.039.148.381 
17 Kab. Rembang 8.187.745.768.012 1.637.549.153.602 
18 Kab. Pati 12.032.359.734.721 2.406.471.946.944 
19 Kab. Kudus 9.393.441.009.234 1.878.688.201.847 
20 Kab. Jepara 10.626.397.815.616 2.125.279.563.123 
21 Kab. Demak 9.968.884.685.920 1.993.776.937.184 
22 Kab. Semarang 10.112.454.345.863 2.022.490.869.173 
23 Kab. Temanggung 8.046.816.566.685 1.609.363.313.337 
24 Kab. Kendal 10.015.313.105.729 2.003.062.621.146 
25 Kab. Batang 7.580.086.715.625 1.516.017.343.125 
26 Kab. Pekalongan 9.598.110.572.548 1.919.622.114.510 
27 Kab. Pemalang 11.053.520.304.061 2.210.704.060.812 
28 Kab. Tegal 11.863.775.519.435 2.372.755.103.887 
29 Kab. Brebes 13.951.063.963.949 2.790.212.792.790 
30 Kota Magelang 6.395.408.622.632 1.279.081.724.526 
31 Kota Surakarta 9.482.697.553.308 1.896.539.510.662 
32 Kota Salatiga 4.641.772.350.486 928.354.470.097 
33 Kota Semarang 22.655.114.523.209 4.531.022.904.642 
34 Kota Pekalongan 4.575.919.170.146 915.183.834.029 
35 Kota Tegal 5.331.668.065.191 1.066.333.613.038 
 
 
 
 
 
 
123  
 
 
 
 
